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Kepemilikan merupakan salah satu bentuk perbuatan muamalah yang sering 
dilakukan manusia untuk memenuhikebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer, 
sekunder, ataupun tersier. Seperti kepemilikan kios yang berada di pasar Seutui 
yang dimiliki secara sempurna oleh pemerintah Kota Banda Aceh, yang 
selanjutnya disewakan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pasca 
dilakukannya renovasi pada tahun 2016 silam terjadi dualisme kepemilikan kios 
di pasar Seutui antara para pedagang dan pemilik lama. Adapun masalah yang 
didalami pada penelitian ini adalah bagaimana perjanjian peralihan kepemilikan 
hak sewa kios di pasar Seutui yang ditentukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, 
bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, serta 
bagaimana perspektif Al-milk terhadap penetapan kepemilikan hak sewa kios di 
pasar Seutui oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini disajikan dengan 
pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan analisis 
dekriptif-analisis. Hasil penelitian ada tiga. Pertama, Perjanjian peralihan 
kepemilikan kios yang dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh kepada 
pedagang adalah dalam bentuk tidak tertulis atau lisan. Kedua, kebijakan yang 
dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur peralihan 
kepemilikan Kios di Pasar Seutui berupa penetapan besaran dana sewa Rp. 
8.000.000,- per tahun, di bayar secara berangsur maksimal 4 (empat) kali 
angsuran. Menetapkan pemilik hak izin baru kepada para pedagang dan mencabut 
kepemilikan hak izin sewa kepada pemilik awal.Ketiga,Perspektif Al-milk 
terhadap penetepan kepemilikan kios di pasar Seutui oleh Pemerintah Kota Banda 
Aceh telah sesuai dengan konsep milk tām. Dan penetapan pemilik hak izin sewa 
baru kepada para pedagang  juga sesuai dengan konsep milk nāqiṣ.Sementara 
penetapan pemilik hak izin sewa lama yang dimiliki oleh pemilik lama 
bertentangan dengan perspektif milk naqish, menurut para ulama dalam konteks 
ini menyebutkan bahwa pemilik harta sementara tidak berwenang juga tidak 
diberikan kekuasaan untuk melakukan tindakan atas harta. 
 
Judul Skripsi : Perjanjian Peralihan Kepemilikan Hak Sewa Kios Dalam   
NIM/Prodi : 150102066/Hukum Ekonomi Syariah 
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 TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 
 
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 
Nomor: 158Tahun 1987  
Nomor: 0543 b/u/1987 
Tentang 
TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilam 
Bangkan 
 16 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب B  17 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت T  18 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
19 غ g  
5 ج J  20 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
21 ق q 
 
7 خ Kh  22 ك k  
8 د D  23 ل l  
9 ذ Ż 
z dengan titik 
di atasnya 
24 م m 
 
10 ر R  25 ن n  
11 ز Z  26 و w  
12 س S  27 ه h  
13 ش Sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
29 ي y 
 
  
ix 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
    
 
2. Konsonan  
 Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin 
  َ  Fatḥah a 
  َ  Kasrah i 
  َ  Dhammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya ai 
و  َ  Fatḥah dan wau au 
 
Contoh: 
 
فيك : kaifa لوه : haula 
 
  
x 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 
ي /ا  َ  
Fatḥahdan alif atau ya 
ā 
ي  َ  Kasrah dan ya ī 
ي  َ  Dammah dan wau ū 
 
Contoh: 
  لا ق : qāla 
ى م  ر : ramā 
  لْي ق : qīla 
  لْو ق ي : yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
  
xi 
 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh:  
 ْلا فْط ْلاا  ة  ضْو  ر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
َ ا ْة  ر َّو ن  مْلا  ة نْي  د  مْل  : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
 Munawwarah  
 ْة  حْل ط : Ṭalḥah 
 
Catatan: 
 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi,seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir 
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kepemilikan terhadap harta diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak 
kepemilikan seseorang oleh orang lain, dikarenakan manusia memiliki 
kecenderungan materialistik terhadap harta. Ajaran Islam mengakui adanya hak 
milik sekaligus mengatur kepemilikan ini seperti jika hak milik seseorang telah 
mencapai batasan yang telah ditentukan maka harus didistribusikan kepada orang 
lain. Penghormatan Islam terhadap hak milik tercermin secara nyata dalam konsep 
haq al adami, disamping itu perlindungan terhadap keselamatan hak milik pribadi 
pun juga diatur dengan ditetapkannya sanksi terhadap orang yang melanggarnya.1 
Kepemilikan terhadap harta terikat dengan aturan Allah, manusia hanya 
bertugas untuk mengelola dan menjaga alam semesta sesuai dengan perintah 
Allah. Kesadaran bahwa kepemilikan manusia atas sumber daya ekonomi akan 
dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat mendorong manusia untuk 
berhati-hati dalam mengelola hak milik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
Islam memberikan kedudukan yang seimbang antara hak milik individu, hak milik 
kolektif dan hak milik negara. Meskipun hak milik ini sangat dilindungi, tetapi 
ketiganya bukan hak milik yang bersifat mutlak. Hak milik dapat berubah dan
                                                          
1Muhammad Sularno, Konsep Kepemilikan dalam Islam, Jurnal Hukum Islam Vol 9, 
2002, hlm 1. 
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diubah sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensinya, tentunya melalui cara-
cara yang dibenarkan. 
Kepemilikan individu terhadap hartanya dibatasi oleh kepentingan-
kepentingan individu lainnya. Kebebasan seseorang terhadap kepemilikan 
hartanya harus tunduk pada batasan-batasan kemaslahatan umum. Pemegang 
otoritas yang membuat batasan-batasan dalam bentuk regulasi dilakukan oleh 
pemerintah. Dengan demikian pembatasan hak milik itu haruslah didasarkan pada 
batasan-batasan resmi melalui perangkat hukum dalam bentuk Undang-Undang 
atau Qanun. Paket regulasi pembatasan hak milik oleh negara harus didasarkan 
pada asas menciptakan kepentingan umum. 
Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan suatu 
benda, diperlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas, dan dilaksanakan 
secara konsisten sesuai dengan isi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kepastian 
hukum yang sebenarnya terletak pada kekuatan sertifikat kepemilikan hak atas 
suatu harta sebagai bukti kepemilikan.2 
Di Indonesia perlindungan hukum yang disediakan pemerintah melalui  
Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan: 
“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 
termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak 
yang bersangkutan”. 
 
Dengan adanya sertifikat maka seseorang memperoleh perlindungan 
hukum atas kepemilikan suatu benda. Perlindungan hukum atas kepemilikan 
                                                          
2S. Chandra, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah: Persyaratan Permohonan di Kantor 
Pertanahan, (Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 122. 
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kepada pemegang hak sewa tetap diberikan oleh peraturan perundang-undangan 
dan perjanjian kerjasama selama jangka waktu hak sewa tetap belum berakhir. 
Pemegang hak sewa tetap tidak dapat diganggu gugat ataupun dituntut oleh pihak 
lain yang merasa ikut memiliki hak atas hak sewa tetap tersebut. Meskipun masih 
tetap ada pembatasan yaitu untuk mengalihkan hak tersebut pada pihak lain dan 
membebaninya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak pertama sebagai 
pemegang hak pengelolaan.  
Menurut sistem hukum perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak 
terdiri dari dua cara, yang pertama yaitu pengalihan secara nyata adalah perbuatan 
berupa pengalihan kekuasaan belaka atau pengalihan secara fisik atas benda yang 
dialihkan yang biasanya dilakukan dari tangan ke tangan, kecuali barang yang 
akan diserahkan itu berada dalam suatu gudang, maka pengalihannya cukup 
dilakukan dengan menyerahkan kunci dari gudang tersebut. Yang kedua yaitu 
pengalihan secara hukum adalah perbuatan hukum memindahkan hak milik atas 
suatu benda dari seseorang kepada orang lain, yang mana perbuatan hukum ini 
dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan dan diikuti pendaftaran di 
lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu.3 
Dari pernyataan di atas peralihan kepemilikan dapat dilakukan secara 
nyata, yaitu benda yang diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada 
ditangan yang bersangkutan, tetapi ada pula pengalihan hak itu dilakukan secara 
simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, hal 
ini biasanya terjadi pada benda-benda yang tidak bergerak. Hak milik dapat 
                                                          
3Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 72. 
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dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, 
tukar menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak.4 
Memindahkan hak kepemilikan kios yang berada di Pasar Seutui yang 
dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Kota Banda Aceh kepada masyarakat untuk 
memiliki bangunan tersebut dengan hak milik lainnya seperti hak pakai, hak guna 
bangunan, dan hak lainnya. Telah diatur dalam Qanun No. 13 Tahun 2004 
Tentang Pengelolaan Pasar.  
Pasar yang telah berdiri sejak tahun 1962 ini, telah direnovasi sebanyak 3 
kali sampai saat ini, yaitu pada tahun 1977 dilakukan pembangunan pasar untuk 
menciptakan kondisi pasar yang lebih nyaman, selanjutnya pada tahun 2004 
terjadinya bencana Tsunami yang menyebabkan kehancuran dibeberapa bagian 
saja, sehingga pada tahun 2006 dilakukan rekontruksi terhadap pasar Seutui oleh 
sebuah organisasi nirlaba dari Jepang dengan memberikan sumbangan berupa 
pemasangan keramik.5 Dan yang terakhir pada tahun 2016, dengan melihat 
kondisi pasar yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan karena beberapa 
bagian dari bangunan pasar Seutui mulai rapuh sehingga dapat membahayakan 
bagi para pedagang maupun pembeli yang menggunakan pasar tersebut sebagai 
tempat berinteraksi guna memenuhi keperluan rumah tangganya maka pemerintah 
Kota Banda Aceh melakukan revitalisasi terhadap pasar Seutui yang bertujuan 
untuk memperkuat perekonomian rakyat.  
                                                          
4Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), hlm. 65. 
5Edi Suheri, PasarSeutui,http://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/2013/08/22/pasar-
seutui/, diakses dari pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 09.54. 
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Pada saat dilakukan renovasi pada tahun 1977 sampai dengan tahun 2006 
tidak terjadi permasalahan kepemilikan bangunan yang ada di pasar Seutui, baik 
itu kios maupun los untuk tempat berjualan. Namun pada saat dilakukannya 
renovasi pada tahun 2016 silam terjadi permasalahan mengenai status 
kepemilikan kios atau tempat berjualan lainnya di pasar Seutui. Hal ini  
dikarenakan janji pemerintah kepada para pedagang untuk membuat akad baru 
setelah dilakukannya renovasi pasar pada tahun 2016 silam.6 Akan tetapi akad 
baru ini hanya dikatakan melalui lisan dan hanya kepada para pedagang. 
Sedangkan kepada para pemilik lama dikatakan bahwa tempat berjualan tersebut 
masih tetap menjadi milik mereka sesuai dengan surat perjanjian yang lama. Para 
pemilik lama memiliki surat hak sewa tetap dengan jangka waktu yang tidak 
ditentukan.  
Hingga saat ini pengalihan kepemilikan kios yang ada di Pasar Seutui 
pasca renovasi belum ditentukan secara jelas oleh pemerintah yang terkait dalam 
penentuan kepemilikan kios tersebut. Sebelum dilakukan renovasi, para pedagang 
yang ingin menyewa kios cukup menemui pemiliknya dan melakukan 
kesepakatan untuk harga sewa lapak per tahun. Setiap bulannya membayar sewa 
tanah kepada pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp. 15.000,- per kios. Struktur 
tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, 
los dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.7 Hak pakai atas tanah 
milik negara dan hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 
                                                          
6Wawancara dengan Ridwan, Penasehat OPPS (Organisasi Pedagang PasarSeutui), 
Tanggal 23 Mei 2018, Seutui Kota Banda Aceh. 
7Qanun Kota Banda Aceh No. 5 tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 
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tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama 
tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan tertentu.8 
Dengan berpegang pada janji yang telah diberikan oleh pemerintah Kota 
Banda Aceh, para pedagang berani untuk menempati kios tersebut hingga saat ini, 
namun ada beberapa dari pemilik lama masih meminta uang sewa kepada 
pedagang yang menempati kios nya. Dikarenakan pemilik lama ini merasa 
dirugikan oleh pemerintah karena tidak diberikan ganti rugi pada saat 
dilakukannya renovasi Pasar Seutui 2016 silam.9 
Membayar uang sewa kios merupakan tanggung jawab yang harus 
dipenuhi pedagang. Namun yang menjadi permasalahan saat ini para pedagang 
merasa terbebani dengan pembayaran sewa dua kali. Pertama pedagang harus 
membayar uang sewa kios kepada pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp. 
8.000.000,- pertahun dan yang kedua membayar uang sewa kepada pemilik lama 
sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dan pemilik lama. Dan salah satunya 
juga mengenai banyaknya biaya operasional diluar sewa kios, seperti uang 
kebersihan dan uang keamanan yang memberatkan para pedagang. 
Revitalisai pasar Seutui yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh 
pada tahun 2016 tersebut menimbulkan konflik di kalangan masyarakat pasar 
Seutui. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan status kepemilikan kios (toko) 
yang ada di pasar Seutui.10 
                                                          
8Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. 
9Wawancara dengan Zainan Ali, Pemilik lama Hak Sewa kios Pasar Seutui, Tanggal 23 
Mei 2018, Seutui, Kota Banda Aceh. 
10Wawancara dengan Ruslan Daud, Ketua OPPS (Organisasi Pedagang Pasar Seutui), 
Tanggal 15 Agustus 2018, Seutui, Kota Banda Aceh. 
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Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa 
dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan umum yang ditetapkan oleh 
pemerintah yang berwenang dan asal tidak menganggu hak-hak orang lain; 
kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi 
kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan.11 
Dengan melihat dari perspektif Al-milk terhadap kepemilikan kios yang 
berada di pasar Seutui telah terjadi dualisme kepemilikan kios di pasar Seutui 
antara para pedagang dan pemilik lama. Yang mana para pedagang dan pemilik 
lama ini hanya dapat menguasai benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki 
manfaatnya saja tanpa memiliki wujud bendanya. Akan tetapi kepemilikan tidak 
sempurna ini belum diatur secara jelas oleh pemerintah Kota Banda Aceh 
sehingga menimbulkan sengketa antara para pedagang dan pemilik lama terhadap 
kios yang berada di pasar Seutui. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan 
penelitian dengan judul “Perjanjian Peralihan Kepemilikan Hak Sewa Kios 
Dalam Perspektif Al-Milk (Studi Analisis di Pasar Seutui Kota Banda 
Aceh)”. 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
                                                          
11Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 
hlm.170. 
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1. Bagaimana Perjanjian Peralihan Kepemilikan Hak Sewa Kios di pasar 
Seutui yang ditentukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ? 
2. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh 
dalam mengatur peralihan kepemilikan hak sewa Kios di pasar Seutui?  
3. Bagaimana perspektif Al-milk terhadap penetapan kepemilikan hak sewa 
kios di pasar Seutui oleh pemerintah Kota Banda Aceh? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya 
ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian peralihan kepemilikan hak sewa 
kios di pasar Seutui yang ditentukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. 
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah 
Kota Banda Aceh dalam mengatur peralihan kepemilikan hak sewa kios di 
pasar Seutui.  
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Al-milk terhadap penetapan 
kepemilikan hak sewa kios di pasar Seutui oleh pemerintah Kota Banda 
Aceh.  
 
1.4 Penjelasan Istilah 
Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah ini, maka penjelasan 
istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran 
yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan dalam 
skripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, 
antara lain: 
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1.4.1 Perjanjian  
 Perjanjian berasal dari kata ‘janji’ yang berarti persetujuan. Sedangkan 
perjanjian adalah persetujuan tertulis atau tidak tertulis (lisan) yang dibuat oleh 
dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak sepakat untuk menaati apa yang 
tersebut dalam persetujuan tersebut. 
 Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan 
antara dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 
dalam ruang lingkup harta kekayaan.12 
 Perjanjian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu persetujuan 
antara pemerintah Kota Banda Aceh dan para penyewa kios di pasar Seutui baik 
para pemilik lama ataupun pedagang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan 
peralihan kepemilikan hak sewa kios yang berada di pasar Seutui. 
1.4.2 Peralihan Kepemilikan Kios 
Peralihan berasal dari kata ‘alih’ yang berarti pindah, tukar, ganti, ubah. 
Sedangkan peralihan adalah pergantian dari keadaan yang satu pada keadaan yang 
lain.13 
Kepemilikan berasal dari kata ‘milik’ yang berarti kepunyaan hak terhadap 
suatu objek.14 Kepemilikan adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan 
sepenuhnya, dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak 
dipergunakan bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan umum yang 
                                                          
12Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2010), hlm. 290. 
13Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 40. 
14Ibid., hlm. 914. 
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diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, semuanya itu 
dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak untuk 
kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut 
ketentuan Undang-Undang.  
Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada 
dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan 
memanfaatkannya. Pemilik harta bebas bertindak hukum terhadap hartanya, 
seperti jual-beli, hibah, wakaf, meminjamkan hartanya kepada orang lain, selama 
tidak ada halangan dari syara’.15 
Kios adalah toko kecil (tempat berjual koran, buku).16  Sedangkan menurut 
Qanun Kota Banda Aceh No. 13 Tahun 2004, kios adalah bangunan di pasar yang 
beratap dan dipisahkan satu dan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai 
sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan yang 
berluas 4 x 6 m per unitnya.17 
 Peralihan kepemilikan kios yang dimaksudkan adalah suatu persetujuan 
untuk mengalihkan atau mengubah nama dari pemilik pertama (pemilik lama) 
menjadi pemilik kedua (pedagang) terhadap kepemilikan toko kecil seluas 4 x 6 m 
di pasar Seutui yang dikoordinir oleh pemerintah Kota Banda Aceh. 
 
 
                                                          
15Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31. 
16Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,... hlm. 
701. 
17Qanun Kota Banda Aceh No. 13 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar. 
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1.4.3 Konsep Al-milk 
Konsep adalahide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa 
konkret.18 Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa ArabAl-milk yang 
berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki 
(harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang 
diakui oleh syara’. Sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan terhadap 
harta tersebut, kecuali adanya halangan syara’.  
Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hak 
milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dengan harta 
bendanya yang ditetapkan oleh syara’, yang memberikan kekhususan sehingga 
memungkinkan pemiliknya untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf 
atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syara’.19 
Perjanjian peralihan kepemilikan kios adalah suatu perbuatan hukum berupa 
persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk 
mengalihkan atau mengubah nama dari pemilik pertama (pemilik lama) menjadi 
pemilik kedua (pedagang) sebagai pemilik hak guna pakai terhadap toko kecil 
seluas 4 x 6 m per unitnya, yang dikoordinir oleh pemerintah Kota Banda Aceh 
sebagai pemilik sesungguhnya dari bangunan tersebut. 
 
1.5 Kajian Pustaka  
Kajian pustaka pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang 
akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak 
                                                          
18Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ...hlm. 
725. 
19Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Cetakan ke-2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 71. 
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terjadinya pengulangan penelitian. Namun sampai saat ini penulis belum 
menemukan adanya penelitian tentang Perjanjian Peralihan Kepemilikan Hak 
Sewa Kios Dalam Perspektif Al-milk (Studi Analisis di Pasar Seutui Kota Banda 
Aceh). 
Adapun tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kajian 
penelitian saya yaitu berjudul “Penguasaan Tanah Milik Orang Lain Menurut 
UUPA No. 5 Tahun 1960 Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam“.20 Yang 
ditulis oleh Cut Rahmi Kurniati Jurusan Perdata dan Pidana Islam, Lulus Tahun 
1999. Di dalam skripsi tersebut dibahas tentang bagaimana penguasaan hak milik 
yang terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 dengan penguasaan hak milik di 
dalam hukum Islam. Dan dijelaskan pengaturan kedua hukum tersebut tentang 
penguasaan atas tanah milik orang lain. Sehingga dapat diketahui sejauh mana 
tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Persamaan penelitian ini 
dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai kepemilikan yang 
ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan 
penelitian yang ingin penulis kaji adalah penulis meneliti mengenai bagaimana 
bentuk perjanjian peralihan kepemilikan hak sewa kios di pasar Seutui yang 
dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh serta kebijakan pemerintah dalam 
mengatur kepemilikan hak sewa kios tersebut.  
Selanjutnya penelitian yang berjudul “ Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik 
Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 
                                                          
20Cut Rahmi Kurniati, “Penguasaan Tanah Milik Orang Lain Menurut UUPA No. 5 Tahun 
1960 Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam“ (Skripsi yang tidak dipublikasi) Fakultas 
Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 1999.  
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1960”,21 yang ditulis oleh Abiza Rusli Mahasiswa S1 Fakultas Syari’ah dan 
Ekonomi Islam jurusan Syariah Muamalah Wal-Iqtishad, tahun 2013. Dalam 
tulisannya Abiza menjelaskan bagaimana pengalihan hak pakai tanah milik negara 
di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Dan 
dijelaskan pengaturan kedua hukum tersebut tentang pengalihan hak pakai tanah 
milik negara. Maka dapat diketahui sejauhmana pengalihan hak pakai tanah 
negara yang dilakukan masyarakat setempat tersebut dengan proses jual beli, dan 
tanpa mengikuti prosedur hukum yang jelas. Persamaan penelitian ini dengan 
penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti mengenai peralihan 
kepemilikan. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meneliti mengenai peralihan 
kepemilikan hak sewa kios yang berada di pasarSeutui menurut perspektif Al-
milk. 
Kemudian penelitian yang ditulis oleh Ibrahim jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah, lulus tahun 2015 dengan judul “Peralihan Hak Milik Atas Tanah 
Terlantar dan Pemilikannya Menurut Konsep Ihya Al-Mawat dan Hukum Positif 
(Studi Terhadap Daluwarsa Tanah Garapan di Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh 
Besar)”.22 Di dalamnya membahas tentang keputusan hakim berdasarkan 
legalitas, rakyat dianggap salah karena menyerobot tanah pihak lain. Inilah yang 
terjadi dilapangan. Padahal secara umum telah dijelaskan dalam Undang-Undang 
Pokok Agraria, bahwa konsekuensi dari penelantaran tanah adalah hapusnya hak 
                                                          
21Abiza Rusli, Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut 
Hukum Islam Dan UUPA No.5 Tahun 1960 (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, tahun 
2013). Tidak diterbitkan. 
22Ibrahim, “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Terlantar dan Pemilikannya Menurut Konsep 
Ihya Al-Mawat dan Hukum Positif (studi terhadap Daluwarsa Tanah Garapan di Kecamatan Kuta 
Cot Glie Aceh Besar)” (Skripsi yang tidak Dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 
Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015. 
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kepemilikan atas tanah tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 
akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti mengenai peralihan kepemilikan. 
Sedangkan perbedaannya penulis meneliti mengenai perjanjian peralihan 
kepemilikan hak sewa kios yang ditinjau dari perspektif Al-milk. 
Selain itu penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis juga pernah 
ditulis oleh Syarmila Sari, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, lulus 
2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Rumah Pada 
Pembiayaan Murabahah Griya IB Hasanah (Studi Kasus Pada BNI Syariah 
Banda Aceh)”.23 Di dalam penelitian ini membahas bagaimana keabsahan akad 
terhadap kepemilikan rumah dalam pembiayaan Griya iB Hasanah menurut fiqh 
muamalah. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai konsep Al-
milkyang ditinjuai dari hukum Islam.Sedangkan perbedaannya adalah penelitian 
penulis meneliti mengenai peralihan kepemilikan hak sewa kios sedangkan skripsi 
ini meneliti keabsahan akad terhadap kepemilikan rumah dalam pembiayaan 
Griya iB Hasanah. 
Terakhir penelitian yang ditulis oleh Mohammad Ervi Eridianto 
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 1993 dalam Skripsinya 
yang berjudul “Perjanjian Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Daerah” (Studi 
Kasus di Pasar Keputran Utara Surabaya).24 Dalam tulisannya, Ervi menjelaskan 
tentang bagaimana apabila pemegang hak pakai tempat berjualan memindahkan 
                                                          
23Syarmila Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Rumah Pada Pembiayaan 
Murabahah Griya IB Hasanah (Studi Kasus Pada BNI Syariah Banda Aceh)” (Skripsi yang tidak 
dipublikasi). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.  
24Mohammad Ervi Eridianto, “Perjanjian Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Daerah” 
(Studi Kasus di Pasar Keputran Utara Surabaya). Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 
Surabaya, 1993. 
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hak pakainya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan 
Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Mengetahui tanah yang 
digunakan untuk pusat perniagaan yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar adalah 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sedangkan pedagang di pasar tersebut 
hanya mempunyai hak pakai tempat berjualan yang diperoleh dari Perusahaan 
Daerah Pasar. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perjanjian 
peralihan kepemilikan hak sewa kios pasca dilakukan renovasi pasar Seutui tahun 
2016 silam. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti mengenai perjanjian 
pemakaian tempat berjualan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti 
mengenai perjanjian peralihan kepemilikan hak sewa kios yang berada di Pasar 
Seutui yang ditinjau dari perspektif Al-milk.  
Sesuai dengan literatur yang telah ditemukan, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa skripsi yang berjudul “Perjanjian Peralihan Kepemilikan 
Hak Sewa Kios Dalam Perspektif Al-milk (Studi Analisis di Pasar Seutui Kota 
Banda Aceh)” belum pernah diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan 
keasliannya. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah, diperlukan data-data 
yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai 
dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun langkah-langkah tersebut adalah: 
 
1.6.1 Jenis Penelitian  
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif sehingga metode yang digunakan yaitu metode 
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deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam 
penelitian ini, merupakan suatu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu 
kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar 
dapat memberikan data sedetail mungkin mengenai objek penelitian sehingga 
mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan 
teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.25 Dalam penulisan 
ini dilakukan dengan menguraikan hal-hal mengenai masalah yang berkenaan 
dengan perjanjian peralihan kepemilikan hak sewa kios dalam perspektif Al-milk. 
Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik 
data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan jenis penelitian field 
research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan). 
 
1.6.1.1 Field Research (penelitian lapangan)  
Metode ini merupakan penelitian langsung yang dilakukan di lapangan 
atau pada responden.26 Penelitian lapangan merupakan bagian dari pengumpulan 
data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan untuk memperoleh data 
atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden dan melakukan 
penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota 
Banda Aceh serta pihak lainnya yang berkaitan dengan perjanjian peralihan 
kepemilikan hak sewa kios di pasar Seutui.  
 
 
                                                          
25Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 223. 
26Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 183.  
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1.6.1.2 Library Research (penelitian kepustakaan)  
Metode ini merupakan pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara 
mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku bacaan, jurnal, artikel 
internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan perjanjian 
peralihan kepemilikan hak sewa kios di Pasar Seutui yang selanjutnya dikaitkan 
dengan perspektif Al-milk dalam literatur fiqh muamalah agar menjadi landasan 
untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.27 
 
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam 
penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta 
untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan 
wawancara (interview) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.  
 
1.6.2.1 Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan 
melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk 
memperoleh keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan 
dengan masalah peneliti.28 Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara 
semi terstruktur, yaitu wawancara secara terencana tetapi lebih bebas bila 
dibandingkan dengan wawancara terstruktur, sehingga memungkinkan untuk 
                                                          
27Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 107. 
28Muzakir Abu Bakar, Metodelogi Penelitian, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57. 
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berdiskusi dengan pihak yang diwawancarai dengan format pertanyaan dan 
jawaban langsung.  
 Dalam penelitian ini yang ingin penulis wawancarai yaitu Pemerintah Kota 
Banda Aceh yang terkait dalam mengatur kepemilikan hak sewa kios yang ada di 
Pasar Seutui, para pemilik lama yang telah diberikan hak sewa oleh Pemerintah 
Kota Banda Aceh, para pedagang, dan pihak lainnya yang terkait dengan 
penelitian ini.  
 
1.6.2.2 Dokumentasi 
Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari sumber-sumber 
tertentu. Dalam dokumentasi pengumpulan data dilakukan dengan cara 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis atau 
gambar yang berguna untuk data tambahan dalam penulisan.29 
Dokumen yang telah diperoleh kemudian diurai, dibandingkan dan 
dipadukan sehingga membentuk satu hasil kajian yang sistematis. Adapun dalam 
penelitian ini dokumen yang diperoleh terkait dengan perjanjian peralihan 
kepemilikan hak sewa kios di Pasar Seutui, seperti sertifikat kepemilikan kios, 
ataupun surat perjanjian lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang 
dibahas.  
 
 
                                                          
29Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D, 
(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329. 
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1.6.3 Langkah-langkah Analisis Data 
Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersedia melalui 
wawancara dan dokumentasi, maka tahap selanjutnya adalah proses menganalisis 
dan mengolah data yang terkumpulkan, agar peneliti dapat menarik kesimpulan. 
Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dapat dilakukan dengan cara: 
a. Editing atau penyuntingan, yaitu proses editing ini dilakukan dengan 
pengumpulan data. Kegiatan editing meliputi kegiatan pemeriksaan 
kembali data yang telah terkumpul, dimana peneliti melakukan klarifikasi, 
keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpulkan. 
Proses ini bertujuan agar data yang terkumpul dengan mudah 
mendapatkan kejelasan, mudah dibaca dan lengkap. Sehingga dapat 
digunakan untuk menjawab masalah yang ada pada tujuan peneliti. 
b. Analisis, proses analisis merupakan hal yang terpenting dari setiap 
kegiatan penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 
mengolah atau menganalisis data tersebut. Pengolahan atau analisis data 
merupakan proses penyederhanaan data yang sangat kompleks kedalam 
bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Tujuan pokok dari 
analisis ini adalah menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis 
data. Adapun proses analisis yang dilakukan peneliti dalam hal ini 
merupakan kajian terkait kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam 
mengatur peralihan kepemilikan hak sewa kios di pasar Seutui. Dengan 
demikian peneliti melakukan analisis secara induktif. Analisis data yang 
dilakukan dari perjanjian peralihan kepemilikan hak sewa kios di Pasar 
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Seutui oleh pemerintah kota Banda Aceh dengan menggunakan perspektif 
fiqh muamalah terkait dengan Al-milk. 
Untuk penyusunan skripsi ini, maka peneliti berpedoman pada buku 
“Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa” yang 
diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda 
Aceh Tahun 2014. 
1.6.4 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di pasar Seutui yang 
terletak di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Objek 
penelitian adalah data yang berkenaan dengan perjanjian peralihan kepemilikan 
hak sewa kios. 
 
1.7 Sistematika  Pembahasan 
 Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir, penulis menyusunnya 
kedalam (empat) bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab tersendiri. 
Bab-bab tersebut secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain. Diawali 
dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup yang berupa kesimpulan dan 
saran. Adapun gambaran sekilas mengenai bab-bab tersebut adalah sebagai 
berikut: 
Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode 
penelitian,dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua merupakan landasan teoritis mengenai konsep Al-milk dalam 
fiqh muamalah yang terdiri dari pengertian Al-milk, landasan hukum Al-milk, 
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macam-macam Al-milk, sebab-sebab terjadi dan berakhirnya kepemilikan, 
kepemilikan dalam Undang-Undang Hukum Perdata. 
 Bab ketiga, penulis membahas mengenai analisis peralihan kepemilikan 
kios di pasar Seutui oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang terdiri dari gambaran 
umum lokasi penelitian, perjanjian peralihan kepemilikan hak sewa kios di pasar 
Seutui oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, kebijakan Pemerintah Kota Banda 
Aceh dalam mengatur peralihan kepemilikan hak sewa kios di pasar Seutui, 
analisis penetapan kepemilikan hak sewa kios di pasar Seutui dilihat dalam 
perspektif Al-milk. 
 Bab keempat, merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan 
pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan dimuat dalam kesimpulan serta 
saran untuk penelitian ini yang menyangkut dengan penulisan dan juga 
penyusunan karya ilmiah ini yang perlu disempurnakan lagi untuk kedepannya. 
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BAB DUA 
KONSEP AL MILK DALAM FIQH MUAMALAH 
2.1 Pengertian Al-milk 
Kata Al-milk secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dengan istilah yang 
digunakan yaitu “ ُكْلِْملا” merupakan bentuk tunggal, sementara bentuk jamak atau 
plural kata tersebut yaitu “  ُكْوكل كْملا” atau “ ُكن  كَْل كم”. Menurut Ibn Manẓūr, kata Al-milk 
berarti memiliki. Hal ini sama seperti seseorang membeli sebuah rumah, maka 
sungguh seseorang tersebut telah memiliki rumah tersebut.1 Kepemilikan juga 
dihubungkan dengan suatu tindakan atas dasar pengakuan hukum. Hal ini sejalan 
dengan makna yang dibubuhkan oleh al-Barkatī. Menurutnya, Al-milk adalah “ُطبض
كملحباُ هيفُ فصرتلماُ ئشلا”, artinya: “seseorang yang bertindak mengatur sesuatu berdasarkan 
pengakuan hukum”.2 
Menurut Munawwar dan Fairuz, kata Al-milk berasal dari “  ُ  ل  م-ًُكَْل كم-ًُة كْل  م  و-ًُة ك لْمِم  و ”, 
artinya memiliki, menguasai, memerintah, mengekang, menahan, mengawini, 
menjadikan sebagai hak milik, atau kepunyaan.3 Dalam pengertian lain, kata milk 
berarti memiliki sesuatu dan sanggup bertindak (taṣarruf) terhadapnya.4 
Berdasarkan pemaknaan tersebut, dapat diketahui bahwa kata Al-milk sebetulnya 
                                                          
1Ibn Manẓūr al-Ifrīqī al-Anṣārī, Lisān al-‘Arab, Juz’ 12, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), 
hlm. 384. 
2Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah: Mu’jam Yasyraḥ al-Alfāẓ al-
Muṣṭalaḥ ‘Alaihā Bain al-Fuqahā’ wa al-Uṣūliyyīn wa Ghairuhum min ‘Ulamā’ al-Dīn, (Bairut: 
Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 216. 
3Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, al-Munawwir: Kamus Indonesia 
Arab, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1358. 
4Wizārah al-Auqāf, Mausū’ah al-Fiqhiyyah, Juz’ 39, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), 
hlm. 31. 
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dapat digunakan untuk ungkapan yang umum, digunakan untuk apa saja dengan 
maksud adanya kepemilikan terhadap sesuatu, misalnya kepemilikan terhadap 
harta benda. 
Kata Al-milk kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, istilah yang 
digunakan yaitu “milik”, artinya kepunyaan, hak, peruntungan, atau nasib baik. 
Kata milik sendiri membentuk istilah lainnya seperti memiliki, termilik, pemilik, 
pemilikan, atau kepemilikan. Semua kata ini memiliki makna yang sama, artinya 
memiliki atau menguasai sesuatu.5 Mengacu pada makna bahasa, maka istilah Al-
milk atau diserap dalam bahasa Indonesia dengan istilah milik, merupakan satu 
kata yang menunjukkan pada makna kepemilikan atau kekuasaan terhadap 
sesuatu. 
Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan, di antaranya 
dikemukakan oleh al-Zarqā, milik atau kepemilikan adalah: 
عنالم لاإ فررصتلا هبحاص غوسي اعرش زجاح صاصتخا.6 
Artinya: “Keistimewaan yang menghalangi yang lain menurut  syara’ justru 
membenarkan si pemilik kekuasaan itu bertindak terhadap barang yang 
dimiliknya, kecuali ada penghalang”. 
 
Maksud “yang menghalangi yang lain”, atau dalam istilah yang ia gunakan 
“زجاح”, artinya menghalangi selain pemilik harta untuk memanfaatkan juga 
melakukan tindakan tertentu terhadap harta kecuali dengan izin dari pemiliknya. 
Adapun istilah “penghalang”, atau istilah yang ia gunakan adalah “عنام” ada dua 
keadaan. Pertama tentang ahliyyah, yaitu kemampuan atau keahlian bagi pemilik 
                                                          
5Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 
956. 
6Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Ām, Juz’ 1, (Damaskus: Dār al-
Qalam, 2004), hlm. 333. 
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harta. Oleh sebab itu, anak kecil dipandang tidak memiliki keahlian dan menjadi 
penghalang untuk bertindak atas hartanya. Kedua bahwa harta yang dimiliki itu 
merupakan hak bersama, seperti harta milik bersama. Keadaan ini juga menjadi 
penghalang untuk melakukan tindakan (taṣarruf) atas harta tersebut.7 Jadi, 
kepemilikan merujuk pada keadaan yang istimewa terhadap suatu harta, dan oleh 
karena adanya keistimewaan itu, harta yang dimaksud dapat dimanfaatkan. 
Definisi lain disebutkan oleh al-Qarāfī, seperti dikutip dalam kitab 
“Mausū’ah al-Fiqhiyyah”, dimana kepemilikan merupakan sesuatu yang telah 
ditetapkan oleh hukum syara’ baik pada benda maupun memanfaatkannya. 
Definisi ini barangkali mencakup makna umum. Kepemilikian bisa saja dalam 
bentuk harta maupun terhadap manfaat atau jasa. Masih dalam kutipan yang sama, 
Ibn al-Syāṭ mendefinisikan Al-milk sebagai sesuatu yang memungkinkan 
seseorang secara syara’ atas dirinya untuk memanfaatkan suatu benda atau 
memiliki benda tersebut, atau secara khusus hanya memanfaatkan benda saja.8 
Menurut al-Zuḥailī, milk adalah: 
يعرش عنالم لاإ ءادتبا هيف فرصتلا نم هبحاص نكيم و هنم يرغلا عنيم ئشلبا صاصتخا.9 
Artinya: “Keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya 
dan pemiliknya bebas melakukan taṣarruf (tindakan) secara langsung 
kecuali ada halangan syarak”. 
 
Abdul Rahman Ghazali memaknai milk sebagai hubungan seseorang 
dengan suatu harta yang diakui oleh syarak yang menjadikannya mempunyai 
                                                          
7Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, al-Madkhal..., Juz’ 1, hlm. 333. 
8Wizārah al-Auqāf, Mausū’ah..., Juz’ 39, hlm. 31. 
9Wahbah al-Zuḥailī, Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu’āṣirah, Juz’ 10, 
(Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 63-64: Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 
Juz’ 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 489. 
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kekuasaan khusus terhadap harta itu sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum 
terhadap harta tersebut kecuali adanya halangan syarak.10 Mencermati beberapa 
rumusan tersebut, terdapat perbedaan redaksi. Hanya saja, terdapat satu poin 
penting yang dibangun tentang konsep Al-milk, yaitu kekuasaan untuk melakukan 
tindakan tertentu terhadap harta benda. 
  
2.2 Landasan Hukum Al-milk 
Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kemerdekaan seseorang untuk 
memiliki harta, selama pemilikan ini sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan 
oleh syara’. Pemilik harta bebas mengembangkan dan bertindak (taṣarruf) atas 
hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. 
Namun demikian, pemilikan harta secara ḥaqīqī adalah milik Allah SWT semata 
dan seseorang dikatakan memiliki harta hanya secara majāzī dan harta itu 
merupakan amanah di tangan seseorang yang harus dipergunakan untuk 
kemaslahatan dan kepentingan dirinya dan orang lain.11 
Kepemilikan harta dalam Islam dibolehkan dalam batasan-batasan dan 
ketentuan tertentu. Salah satu dasar hukum  Al-milk mengacu pada ketentuan QS. 
al-Ḥadīd ayat 7: 
 ِِهلوُسَرَو ِهللَِّبا اوُنِمآ ٌيرِبَك ٌرْجَأ ُْمَلَ اوُقَف َْنأَو ْمُكْنِم اوُنَمآ َنيِذهلَاف ۖ ِهيِف َينِفَلْخَتْسُم ْمُكَلَعَج اهمِ اوُقِفَْنأَو  
Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 
                                                          
10Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalat, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2015), hlm. 46-47. 
11Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalat..., hlm. 50: Dasar bahwa Allah Swt 
sebagai pemilik segalanya mengacu pada ketentuan QS. al-Mā’idah ayat 120: َضَۡرۡلۡٱَو َت ََٰو ََٰم هسلٱ ُكۡلُم َ هَلِلّ
  هنَهَيف اَمَو   ُريَدَق ٖءۡيَش َ لُك َٰىَلَع َوُهَو . Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang 
ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. 
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menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang 
besar”.12 
 
Lafaz yang menunjukkan dasar hukum kepemilikan pada ayat di atas 
adalah redaksi yang menyebutkan: “ ُ ا َّمِمُ ْاوكقِفنَأ  و ُِهيِفُ  ينِف لۡخ ت ۡ س ُّمُ ككم ل  ع  ج ”, artinya: “dan 
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 
menguasainya”. Menurut al-Qurṭubī, makna “ُْاوكقِفنَأ  و” berarti menyedekahkan. 
Sebagian menyatakan maksud lafaz tersebut berupa menginfakkan harta di jalan 
Allah SWT, seperti zakat wajib. Sementara sebagian ulama lain menyatakan 
berupa sedekah apapun dengan tujuan untuk taat dan mendekatkan diri kepada 
Allah SWT. Adapun lafaz “  ُِهيِفُ  ينِف لۡخ ت ۡ س ُّمُ ككم ل  ع  جُ ا َّمِم” bermaksud sebagai dalil bahwa asal 
dari kepemilikan harta merupakan milik Allah SWT, sementara hamba (manusia) 
bukanlah pemilik yang sesungguhnya, hanya saja manusia dibenarkan untuk 
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diridhai Allah SWT.13 
Demikian juga disebutkan oleh al-Sya’rāwī, bahwa pada hakikatnya Allah 
SWT yang memberikan rezeki. Pada dasarnya apa-apa yang diberikan oleh Allah 
SWT bukanlah milik seseorang yang diberi, melainkan harta hanyalah milik Allah 
SWT.14 Jadi, semua harta manusia pada dasarnya bukanlah hak milik hakiki, 
hanya saja Allah SWT memberikan kewenangan untuk mengamban amanah harta 
agar dapat digunakan di jalan yang dibenarkan. 
                                                          
12Kementrian Agama RI, Mushaf At-Thayyib: Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan 
Terjemah Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Karya), hlm. 538. 
13Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān, Juz’ 10, (Bairut: Mu’assasah al-
Risālah, 2006), hlm. 238. 
14Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, Tafsīr al-Sya’rāwī, (Mesir: Majma’ al-Buḥūṡ al-
Islāmiyyah, 1991), hlm. 14911-14912. 
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Dasar hukum lainnya mengacu pada ketentuan QS. al-Żāriyāt ayat 19 
sebagai berikut: 
 
  ِموُرْحَمْلاَو ِلِئاهسِلل ٌّقَح ِْمِلَاَوَْمأ فَِو  
Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.15 
Menurut Imām al-Suyūṭī, ayat di atas turun berdasarkan riwayat dari al-
Ḥasan bin Muḥammad bin Ḥanafiyyah, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW 
mengutus sekelompok pasukan. Pasukan tersebut berhasil meraih kemenangan 
dan mendapatkan banyak harta rampasan. Ketika hendak membagi harta tersebut, 
datang sekelompok orang untuk meminta bagian dari harta tersebut. Tidak lama 
kemudian maka turunlah ayat.16 Ayat di atas memberi informasi bahwa manusia 
memiliki harta milik namun di dalamnya terdapat hak-hak orang miskin yang 
wajib ditunaikan. Harta rampasan sebagaimana dimaksud dalam riwayat di atas 
merupakan harta ghanīmah.17 Kata ghanīmah sendiri berarti harta orang-orang 
kafir yang dirampas melalui perang secara paksa dalam proses menegakkan 
kalimat Allah.18 Dalam Islam, harta rampasan perang dengan orang kafir menjadi 
milik orang Islam, dan harta tersebut wajib dibagi berdasarkan ketentuan 
tersendiri. Jadi, ayat di atas secara tidak langsung memberikan informasi khusus 
tentang kepemilikan harta. 
                                                          
15Kementrian Agama RI, Mushaf At-Thayyib......, hlm. 521. 
16Jalāluddīn al-Suyūṭī, Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 
10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 534. 
17Abd al-‘Azīz Mabrūk al-Aḥmadī, al-Fiqh al-Muyassar, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, 
(Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 332. 
18Abd al-‘Azīz Mabrūk al-Aḥmadī, al-Fiqh al-Muyassar..., hlm. 332. 
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Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa harta boleh saja menjadi hak milik 
pribadi dengan melakukan perniagaan atau tijārah yang dilakukan secara suka 
sama suka. Bukan dilakukan dengan cara-cara yang tidak tepat dan tidak layak, 
Al-Quran mengistilahkannya sebagai memakan harta dengan jalan yang batil. 
Dalilnya kembali kepada ketentuan QS. al-Nisā’ ayat 29 sebagai berikut: 
  ضَار َت ْنَع ًَةراَِتِ َنوُكَت ْنَأ هلاِإ ِلِطاَبْلِبا ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْتَ َلا اوُنَمآ َنيِذهلا اَهُّ َيأ َيَ ْمُكْنِم  اوُل ُتْق َت َلاَو  ۚ
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َهللَّا هنِإ  ْۚمُكَسُف َْنأ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”.19 
Waj al-dilālah (sisi pendalilan) ayat tersebut berkenaan dengan harta tidak 
boleh diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa hak, 
melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan. Perolehan 
harta dibolehkan dengan cara perniagaan (tijārah). Ayat ini secara tegas 
menyebutkan perniagaan (tijārah) dilakukan dengan dasar suka sama suka. 
Menurut al-Qurṭubī, lafaz “ُ  ضا  ر تُ ن  ع” pada ayat tersebut bermakna “ُ  ضِرُ ْن  ع” saling 
meridhai.20 Menurut Ibn Katsir, makna “ُ  ضا  ر تُ ن  ع” yaitu “saling meridhai antara 
penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab 
dalam memperoleh harta benda”. Dalil tersebut dijadikan hujjah bagi Imām 
                                                          
19 Kementrian Agama RI, Mushaf At-Thayyib...., hlm. 83. 
20Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Iḥkām..., hlm. 252. 
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Syāfi’ī bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul (sikap menerima), sebab 
sighat qabul sebagai petunjuk nyata adanya sikap suka sama suka (saling ridha).21 
Para fukaha berbeda dalam memahami segi praktis sikap ridha tersebut. 
Sebagian memahami makna ridha termasuk akad jual beli secara serta merta tanpa 
ada khiyār dan tanpa ada ijab kabul sebagaimana terjadi dalam praktik jual beli 
dewasa ini, atau disebut juga dengan jual beli nājizan atau mu’āṭāṭ. Pendapat ini 
dipegang oleh Abū Ḥanīfah dan Mālik. Sebagian lain memahami ridha haruslah 
ada khiyār di dalamnya serta ada ijab kabul. Pendapat ini dipegang oleh Syuraiḥ, 
Ibn Sīrīn, dan al-Sya’bī.22 Terlepas dari perbedaan tersebut, poin penting berkaitan  
dengan konteks ayat bahwa praktik memakan harta orang lain tanpa hak dilarang, 
kecuali dilakukan dengan tijārah atau perdagangan dengan sikap saling ridha, 
yaitu ada indikasi kuat antara penjual dan pembeli telah setuju sehingga 
kepemilikan harta sah secara hukum. 
Dalil keberlakuan hak milik juga mengacu pada ketentuan hadis riwayat 
Abī Dāwud, dari Abdullāh bin Abbās:  
 ْنَع  دِهاَُمُ ْنَع  دَيَز بَِأ ِنْب َدِيَزي ْنَع ٌرِيرَج اَن َث هدَح ىَسوُم ُنْب ُفُسُوي اَن َث هدَح َلَاق  ساهبَع ِنْب ِهللَّا ِدْبَع
 ََةيْلْا ِهِذَه ََأر َق : ْمُك ِبَر ْنِم ًلًْضَف اوُغ َت ْ ب َت ْنَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسَْيل . اوُرُِمَأف ًنًِبِ َنوُرِجهت َي َلا اُوناَك َلَاق
  تَافَرَع ْنِم اوُضَاَفأ اَذِإ َِةراَج ِتلِبا23. 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yūsuf bin Mūsā telah menceritakan 
kepada kami Jarīr dari Yazīd bin Abī Ziyād dari Mujāhid dari Abdullāh 
bin Abbās, ia membaca ayat tidak ada dosa bagimu untuk mencari 
                                                          
21Abdurraḥmān bin Isḥāq, Tafsīr Ibn Katsir, (Terj: Abdul Ghuffar EM, dkk), Jilid 2, 
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 281. 
22Ḥabīb al-Māwardī, al-Nukat wa al-‘Uyūn Tafsīr al-Māwardī, Juz 1, (Bairut: Dār al-
Kutb al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 475. 
23Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sajastānī, Sunan Abī Dāwud, (Riyadh: Bait al-
Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 203. 
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karunia dari Tuhanmu. Ia berkata; dahulu mereka tidak mengadakan 
perdagangan di Mina, setelah ayat ini turun mereka diperin-tahkan untuk 
mengadakan perdagangan setelah mereka selesai dari Arafat”. (Abī 
Dāwud). 
Menurut Ibn Qayyim, makna “ُْ ككمِ ب  رُْنِمًُلًْض ف” pada hadis tersebut bermakna: “ُاقزر
ةراجتلباُ هنم” artinya, “karunia Allah berupa rizki yang diperoleh setelah melakukan 
perniagaan”.24 Hal ini menunjukkan ada korelasi antara kebutuhan manusia 
terhadap harta dengan keberlakuan hukum boleh melakukan perniagaan (tijārah). 
Melalui perdagangan dan perniagaan, manusia akan mampu untuk memenuhi 
kebutuhan primer (pokok), bahkan memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekunder 
juga tersier. Sisi pendalilan hadis tersebut menunjukkan adanya indikasi hukum 
yang kuat bahwa niaga diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku, 
misalnya tidak melakukan perniagaan bagi orang yang sedang melakukan ibadah 
haji sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. 
Bertolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan 
harta atau Al-milk secara hukum dibolehkan dalam Islam, dengan memenuhi 
syarat dan ketentuan kepemilikan harta sesuai syariat. Al-Quran dan hadis 
menjadi legalitas utama hukum kepemilikan. Bahkan, kedua dalil seperti telah 
diuraikan sebelumnya memberi informasi bahwa kepemilikan harta dapat 
dilakukan dengan cara-cara tertentu, dan legalitasnya diakui secara hukum. Lebih 
jauh, konsep Al-milk akan diurai dalam sub bahasan tersendiri. 
 
 
                                                          
24Ibn Qayyim al-Jauziyyyah, ‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud, Juz 5, (Madinah: 
Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 156. 
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2.3 Macam-Macam Al-Milk 
Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu “milk tām” dan “milk nāqiṣ”. Kedua macam 
kepemilikan ini mengarah kepada fakta bahwa manusia sebagai pemilik terhadap 
suatu harta dapat memanfaatkan dan mempergunakan bendanya saja, atau manfaat 
dari suatu benda saja, atau keduanya-duanya berupa benda dan manfaatnya. 
Masing-masing jenis Al-milk secara rinci dapat uraikan dalam poin-poin berikut:  
2.3.1 Milk tām 
Milk tām yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya 
sekaligus, artinya kepemilikan atas sesuatu harta secara keseluruhan, baik 
bendanya maupun manfaatnya, atau dapat dikatakan si pemilik harta ini memiliki 
seluruh hak-hak terhadap hartanya tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan 
hukum. Karakteristik yang terpenting dalam milk tām adalah kepemilikan yang 
permanen dan tidak dibatasi oleh masa tertentu selama sesuatu yang dimiliki 
tersebut masih ada dan tidak bisa digugurkan.25Milk tām bisa diperoleh dengan 
banyak cara, misalnya dengan cara jual beli, seseorang membeli mobil dengan 
uang yang telah terlebih dahulu dimilikinya, sehingga mengakibatkan seseorang 
dapat dengan bebas bertindak terhadap mobilnya dan tidak dapat digugurkan oleh 
siapapun. 
2.3.2 Milk nāqiṣ 
Milk nāqiṣ atau nāqiṣah yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu 
dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki 
                                                          
25Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 32-33. 
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manfaat (kegunaan) saja tanpa memiliki zatnya. Milk nāqiṣ yang berupa 
penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik raqabah, sedangkan milik 
nāqiṣ yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaah 
atau hak guna pakai, dengan cara i’arah, wakaf, wasiat.26 
Ada beberapa ciri khusus milk tām dan milk nāqiṣ yang dikemukakan para 
ulama fiqh. Ciri khusus milk tām yaitu sejak awal pemilikan terhadap materi dan 
terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna. Artinya, objek harta menjadi milik 
dan hak penuh pemiliknya. Pemilikan sempurna tidak didahului oleh sesuatu yang 
dimiliki sebelumnya. Dalam arti bahwa materi dan manfaatnya sudah ada sejak 
pemilikan  benda itu. Ciri lainnya bahwa pemilikan sempurna tidak dibatasi oleh 
waktu, tidak dapat digugurkan sama sekali oleh pihak-pihak lain yang sama sekali 
tidak mempunyai kepentingan. Apabila hak milik itu kepunyaan bersama maka 
masing-masing orang bebas mempergunakan miliknya itu sebagaimana milik 
mereka masing-masing, hanya saja dalam konteks kepemilikian bersama ini harus 
lebih dulu mendapat persetujuan dari salah satu pihak, sebab hak harta itu bersifat 
musyarakah.27 
Adapun ciri-ciri khusus milik tidak sempurna (milk nāqiṣ) yaitu hak milik 
boleh dibatasi waktu, tempat dan sifatnya. Menurut ulama Hanafiyah tidak boleh 
diwariskan karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, 
sedangkan jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah 
kepada seseorang. Orang yang akan memanfaatkan harta dapat menuntut harta itu 
dari pemiliknya dan apabila harta tersebut telah diserahkan oleh pemiliknya 
                                                          
26Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 40. 
27Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 35-36. 
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kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah 
ditangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang 
terhadap harta itu.  
Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya 
pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan atau mobil harus diisi 
bensin dan diganti olinya. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban 
untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali 
apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudharat dengan 
pengembalian itu. Misalnya, apabila tanaman belum dapat dipanen. Dalam hal ini 
pengembalian barang dapat dilakukan sampai tanaman tersebut panen, dengan 
syarat menambah uang sewa yang wajar.  
Berdasarkan macam-macam kepemilikan di atas dapat disimpulkan bahwa 
kepemilikan terbagi menjadi dua yaitu milk tām dan milk nāqiṣ. Milk tām adalah 
kepemilikan secara keseluruhan terhadap harta, baik itu bendanya maupun 
manfaat dari benda tersebut, sehingga membuat para pemilik harta ini bebas 
mengelola harta miliknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syara’. 
Sedangkan milk nāqiṣ adalah memiliki salah satu dari harta tersebut misalnya 
hanya memiliki benda tanpa manfaatnya yang disebut dengan milk raqabah, atau 
hanya memiliki manfaatnya saja tanpa benda yang disebut dengan milk manfa’ah. 
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2.4 Sebab-Sebab Terjadi dan Berakhirnya Kepemilikan  
Kepemilikan dan berakhirnya kepemilikan harta terjadi dengan beberapa 
sebab. Para ulama sepakat menyatakan empat cara atau sebab pemilikan harta 
yang disyariatkan Islam. Masing-masing yaitu:28 
a. Pemilikan harta melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang 
atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut dengan harta yang 
mubah. Misalnya, bebatuan atau pasir di sungai yang belum dimiliki oleh 
seseorang atau badan hukum, sehingga mengambil batu atau pasir dan 
membawa ke rumah untuk kemudian dibuat bangunan menjadi hak milik 
sendiri. Contoh lain seperti ikan di dalam laut atau sungai. Apabila 
seseorang mengambilnya dan membawa pulang ke rumah, maka ikan 
tersebut menjadi hak miliknya. Pemilikan semacam ini disebut dengan 
ihraz al-mubahat.29 
b. Pemilikan harta melalui suatu transaksi yang dilakukan seperti jual beli, 
hibah dan wakaf. 
c. Pemilikan harta melalui peninggalan seseorang, seperti harta warisan dari 
pewaris yang telah wafat. 
d. Pemilikan harta melalui hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki 
seseorang, baik hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, 
anak sapi yang lahir, maupun melalui usaha kepemilikan, misalnya 
                                                          
28Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2013), hlm. 66-67. 
29Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalat..., hlm. 49. 
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keuntungan dagang yang diperoleh oleh pedagang, atau gaji yang didapat 
oleh pekerja.30 
Di sini, penulis juga memandang perlu untuk mengurai sedikit tentang 
sebab kepemilikan yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES). Pada Pasal 18 KHES, disebutkan bahwa benda dapat diperoleh dengan 8 
(delapan) cara, yaitu: 
a. Pertukaran 
b. Pewarisan 
c. Hibah 
d. Pertambahan Alamiah 
e. Jual Beli 
f. Luqathah 
g. Wakaf 
h. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.31 
Sebab kepemilikan seperti tersebut dalam pasal 18 barangkali sama seperti 
uraian sebelumnya. Hanya saja, terdapat tambahan bahwa barang temuan atau 
disebut dengan luqathah juga menjadi sebab kepemilikan setelah syarat 
kepemilikan barang temuan terpenuhi secara sempurna. Berdasarkan uraian di 
atas, dapat diketahui bahwa pemilikan harta dalam konteks Islam secara umum 
diperoleh dari empat sebab, baik karena harta mubah, melalui transaksi, warisan, 
maupun perolehan dari hasil atau buah dari harta atau kerja.Terhadap perolehan 
harta tersebut, juga ditentukan adanya sebab berakhirnya hak milik. Menurut 
                                                          
30Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm 32. 
31Mardani, Fiqh Ekonomi..., hlm. 67. 
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pakar fikih (fuqaha), ada beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya 
kepemilikan, baik dalam kategori milk tām (pemilikan sempurna) maupun milk 
nāqiṣ (pemilikan tidak sempurna). 
Berakhirnya pemilikan sempurna (tām) yaitu apabila pemilik dari 
kepemilikan sempurna ini meninggal dunia, sehingga mengakibatkan seluruh 
harta miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya. Selanjutnya apabila barang 
yang dimilikinya rusak atau hilang, sehingga mengakibatkan pemilik dari suatu 
harta tersebut tidak dapat mengambil manfaat terhadap benda tersebut atau dapat 
dikatakan hilangnya suatu kegunaan dari benda tersebut kepada pemiliknya.32 
Adapun milk nāqiṣ berakhir atas empat sebab, masing-masing yaitu 
sebagai berikut:33 
a. Habisnya masa berlaku pemanfaatan suatu benda tersebut. Misalnya seseorang 
menyewa rumah seharga Rp. 10.000.000,- selama setahun, setelah setahun 
maka pemanfaatan terhadap rumah tersebut habis dan seseorang ini harus 
melakukan akad baru guna memperoleh pemanfaaatan dari rumah tersebut 
kembali. 
b. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang sehingga mengakibatkan 
hilangnya kegunaan dari suatu benda tersebut kepada pemiliknya. 
c. Menurut ulama Hanafiyah meninggalnya orang yang memanfaatkan harta 
tersebut karena manfaat ini tidak dapat diwariskan, sedangkan menurut jumhur 
ulama manfaat ini dapat diwariskan karena manfaat ini termasuk bagian dari 
harta.  
                                                          
32Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm 32. 
33Ibid.., hlm 36. 
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d. Menurut ulama Hanafiyah meninggalnya pemilik harta, apabila manfaat 
tersebut diperoleh melalui al-i’arah (pinjam meminjam) dan al-ijarah (sewa 
menyewa). Sedangkan menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, i’arah adalah akad 
yang tidak lazim, karena salah satu pihak boleh menarik kembali hartanya 
tanpa persetujuan pihak lainnya. Menurut Malikiyah, i’arah  yang dibatasi 
dengan waktu merupakan akad lazim karena apabila manfaat dari suatu benda 
tersebut belum digunakan sesuai dengan keperluannya maka si pemilik harta 
ini tidak boleh mengambil harta tersebut. Misalnya seseorang meminjamkan 
mobil untuk dipakai ke suatu kota, maka sebelum sampai ke kota yang dituju, 
pemilik mobil ini tidak boleh mengambil mobil yang dipinjamkannya, pemilik 
mobil ini harus memberikan kesempataan beberapa waktu yang wajar untuk 
menyelesaikan tujuannya.34 
Terkait dengan i’arah, jumhur ulama berpendapat i’arah tidak berakhir 
walaupun meninggalnya orang yang meminjamkan atau yang meminjam. 
Begitu juga dengan ijarah tidak berakhir  walaupun meninggal salah satu pihak 
yang melakukan akad, karena ijarah  merupakan akad yang lazim sama seperti 
jual beli. Apabila manfaat itu diperoleh melalui cara wasiat atau wakaf, maka 
hak manfaat tidak berakhir karena meninggal dunia.35 
Bertolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab 
berakhirnya kepemilikan sempurna (tām) suatu harta yaitu dengan meninggal 
dunia pemilik harta, dan harta yang dimiliki itu hilang atau rusak. Sedangkan 
kepemilikan tidak sempurna (nāqiṣ) akan berakhir apabila masa berlakunya 
                                                          
34Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm 32. 
35Ibid.., hlm. 83. 
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pemanfaatan harta tersebut habis, atau boleh jadi karena barang yang diambil 
manfaatnya itu rusak atau hilang. 
 
2.5. Kepemilikan dalam Undang-Undang Hukum Perdata 
Perspektif Undang-Undang hukum perdata, hak milik diatur dalam Bab 
Ketiga, tepatnya Pasal 570 hingga 624 KUH Perdata. Menurut Pasal 570, 
disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan 
sepenuhnya, dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak 
dipergunakan bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan umum yang 
diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, semuanya itu 
dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak untuk 
kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut 
ketentuan Undang-Undang.36 
Mencermati uraian Pasal 570 KUH Perdata di atas, dapat dipahami bahwa 
hak milik merupakan hak paling utama, karena pemilik dapat menikmati dengan 
sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya. Istilah “dapat menikmati 
sepenuhnya” bermakna bahwa pemilik dapat memakai sepuas-puasnya, dapat 
memanfaatkan semaksimal mungkin, dan dapat memetik hasil sebanyak-
banyaknya. Sedangkan maksud dari kata “dapat menguasai sebebas-bebasnya” 
berarti bahwa pemilik harta dapat melakukan perbuatan apa saja tanpa batas 
terhadap benda miliknya itu, misalnya memelihara sebaik-baiknya, membebani 
dengan hak-hak kebendaan tertentu, memindahtangankan, merubah bentuk, 
bahkan melenyapkannya.  
                                                          
36Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 101. 
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Hak milik dalam konteks hukum perdata barangkali sama dengan hukum 
Islam sebelumnya, di mana hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang 
lain maupun oleh penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat dan menurut 
ketentuan Undang-Undang. Makna “tidak dapat diganggu gugat” berarti tidak 
diganggu sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar, dengan 
memperhatikan kepentingan orang lain (kepentingan umum). Penggunaan dan 
penguasaan hak milik dibatasi oleh kepentingan orang lain, sebab dalam sistem 
hukum perdata konvensional Indonesia, hak milik diatur memiliki keterkaitan dan 
fungsi sosial. 
Perspektif hukum perdata tentang hak milik mempunyai ciri tersendiri 
yang berbeda dengan ciri hak dalam kontruksi hukum lainnya, baik adat maupun 
Islam. Ciri-ciri hak milik yang dimaksud adalah sebagai berikut:37 
a. Hak Utama 
Hak milik adalah hak utama, induk dari semua hak kebendaan.  Dikatakan hak 
utama karena hak milik ini merupakan hak terhadap suatu benda yang paling 
dahulu terjadi jika dibandingkan dengan hak-hak lain. Tanpa ada hak milik 
lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan yang lain atas suatu benda. Hak 
milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas. 
b. Utuh dan lengkap 
Hak milik secara utuh dan lengkap melekat di atas benda sebagai satu kesatuan 
bulat. Dengan demikian tidak mungkin ada hak milik di dalam hak milik. 
                                                          
37Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2000), hlm 152-153. 
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Berbeda hal nya dengan hak lain misalnya, hak pakai mungkin di dalamnya 
terdapat hak lain.  
c. Tetap, tidak lenyap 
Hak milik sifatnya tetap, tidak lenyap oleh hak kebendaan lain. Hak milik 
adalah hak utama, induk, pangkal, tidak mungkin lenyap oleh hak-hak 
kebendaan lain. Hak milik hanya akan lenyap apabila berpindah tangan kepada 
orang yang berhak menguasai setelah lampau tenggang waktu tertentu 
(daluarsa). Sebaliknya, hak kebendaan lain dapat lenyap apabila menghadapi 
hak milik. Misalnya hak pakai lenyap apabila hak milik berpindah tangan 
karena dijual.  
Selain ciri-ciri tersebut di atas, hukum perdata Indonesia khusus mengacu 
pada ketentuan Pasal 570 KUH Perdata juga memberi informasi adanya 
pembatasan penggunaan hak milik. Pembatasan tersebut adalah sebagai berikut 
ini:38 
a. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang. 
Penggunaan hak milik dibatasi oleh Undang-Undang, artinya harus tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan umum yang berlaku. 
Dalam prakteknya maksud dari “bertentangan dengan Undang-Undang” telah 
diperluas menjadi “bertentangan dengan hukum”. Dengan demikian segala 
perbuatan pengunaan hak milik yang bukan saja bertentangan dengan Undang-
Undang, melainkan juga bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum 
pun dapat dilarang. Misalnya pemilik rumah menggunakan rumahnya sebagai 
                                                          
38Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata..., hlm. 144-145. 
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tempat perjudian. Perbuataan penggunaan rumah ini termasuk dalam perbuatan 
melawan hukum. 
b. Tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain. 
Penggunaan hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap hak-hak 
orang lain. Misalnya pemilik radio membunyikan radionya keras-keras, 
sehingga mengganggu ketentraman tetangganya.  
c. Tidak menyalahgunakan hak. 
Penyalahgunaan hak ialah menggunakan hak sedemikian rupa, sehingga 
kerugian orang lain lebih besar jika dibandingkan dengan manfaat yang 
diperoleh akibat dari penggunaan hak tersebut. Kesimpulannya penggunaan 
hak milik tidak boleh disalahgunakan. Walaupun orang mempunyai hak milik, 
tidaklah berarti bahwa ia boleh berbuat semaunya, termasuk menyalahgunakan 
haknya itu. Penggunaan hak milik dibatasi oleh kepentingan orang lain. 
Penggunaan hak milik harus secara wajar. 
d. Pencabutan hak untuk kepentingan umum. 
Apabila kepentingan umum menghendaki, hak milik dapat dicabut dari 
pemiliknya, misalnya untuk keperluan pembentukan jalan raya. Tetapi 
pencabutan hak itu harus dengan alasan, prosedur, dan ganti kerugian yang 
layak menurut ketentuan Undang-Undang. Pemerintah tidak boleh berbuat 
semaunya dengan mencabut hak orang, meskipun dengan alasan hak milik 
mempunyai fungsi sosial. 
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hak milik dalam hukum 
perdata dibatasi karena beberapa alasan, baik karena adanya pembatasan oleh 
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Undang-Undang, dapat menggangu orang lain, menyalahgunakan hak milik, atau 
hak milik yang justru mengganggu kepentingan umum. Oleh sebab itu, hak milik 
secara sempurna dapat berlaku ketika keempat poin terpenuhi secara sempurna. 
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3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Penelitianinidilakukan di Pasar Seutui. Seutui sendiri merupakan salah 
satu desa atau gampong di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. 
Kecamatan Baiturrahman memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan 
kecamatan lainnya, yaitu posisinya yang berada di tengah Kota Banda 
Aceh.Kecamatan ini memiliki sepuluh gampong yang berada di wilayahnya, 
yaitu:1 
1. Gampong Ateuk Jawo 
2. Gampong Seutui 
3. Gampong Ateuk Deah Tanoh 
4. Gampong Sukaramai 
5. Gampong Ateuk Pahlawan 
6. Gampong Neusu Jaya 
7. Gampong Ateuk Munjeng 
8. Gampong Peuniti 
9. Gampong Neusu Aceh 
10. Gampong Kampung Baru 
Kampung Baru merupakan gampong yang terluas, terbesar dibandingkan 
dengan gampong-gampong yang lain di Kecamatan Baiturrahman,yakni 93,25 Ha, 
sedangkan gampong dengan luas terkecil adalah Ateuk Deah Tanoh dengan luas 
15,75 Ha.2 Kecamatan Baiturrahman memiliki luas 0,48917 Km2 (489,17 Ha), 
dengan batas-batas sebagai berikut: 
                                                          
1Hamdani, Kecamatan Baiturrahman dalam Angka 2018, (Banda Aceh: Badan Pusat 
Statistik, 2018), hlm. x. 
2Hamdani, Kecamatan..., hlm. x. 
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Sebelah Utara  : Kecamatan Kuta Raja 
Sebelah Selatan  : Kecamatan Banda Raya 
Sebelah Timur  : Kecamatan Lueng Bata 
Sebelah Barat  : Kecamatan Meuraxa 
Gampong Neusu merupakan salah satu gampong di Kec. Baiturrahman 
dengan luas 32,62 Km2. Terhitung tahun 2018, jumlah rumah tangga di gampong 
Seutui berjumlah 1005, sementara jumlah penduduk yaitu 3683. Gampong Seutui 
memiliki lima dusun, yaitu:3 
1. Sibayak 
2. Seulawah 
3. Glee Gurah 
4. Kulu 
5. Kerinci 
Dilihat dari konteks sosial keagamaan, masyarakat Gampong Seutui 
merupakan masyarakat yang heterogen, terdiri dari penduduk pendatang juga 
penduduk asli dengan beragam suku dan agama. Tercatat bahwa dari keseluruhan 
jumlah penduduk, penduduk yang memeluk agama Islam berjumlah 3554 jiwa, 
Protestan berjumlah 2 jiwa, Katolik 48 jiwa, dan pemeluk agama Budha 
berjumlah 79 jiwa. 
Salah satu yang spesial di Gampong Seutui yaitu adanya pasar yang 
berstandar SNI sebagai tempat masyarakat melakukan transaksi muamalah. Pasar 
Seutui berdiri sekitar tahun 1962 yang sering disebut pasar sayur lama. Saat itu, 
pasar tersebut hanyadihuni oleh 150 pedagang yang menjual sayur, ikan, daging 
dan ayam. Pada saat itu menggunakan lapak terbuka yang bertendakan plastik. 
Untuk memudahkan mengkoordinir segala kegiatan dan kebutuhan pedagang 
                                                          
3Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 Tentang Penghapusan Kelurahan dan 
Pembentukan Gampong.  
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dipasar Seutui tersebut dibentuk Organisasi Pedagang Pasar Seutui (OPPS) pada 
tahun 1975. Pada tahun 1977 sampai tahun 1979 pemerintah mulai melakukan 
pembangunan pasar untuk menciptakan kondisi pasar yang lebih nyaman baik 
bagi pedagang maupun pembeli. Pada periode tahun ini seluruh bangku, meja dan 
tong dalam pasar seutui terisi penuh oleh pedagang, dimana saat itu terjadi 
penambahan bangku sebanyak 200 bangku, tong bawah sebanyak 56 buah dan 
tong atas sebanyak 56 buah. Namun, pada tahun 1984 terjadi gempa dan 
menyebabkan beberapa bagian bangunan pasar retak. 
Kegiatan pasar Seutui sempat terganggu pada tahun 1985, dikarenakan 
adanya perbaikan jalan T. Umar dan pembangunan media jalan sehingga pasar 
menjadi sepi karena tidak ada jalur putar untuk masuk ke pasar. Untuk 
mengantisipasi kondisi tersebut, maka pada sekitar tahun 1990 dibangun jembatan 
Krumai sebagai jalur masuk ke dalam pasar sehingga pembeli dapat dengan 
mudah masuk ke pasar. Pembenahan pasar dilakukan secara perlahan-lahan 
termasuk pemasangan paving di depan dan di belakang pasar serta perbaikan 
saluran air di sekeliling pasar yang dilaksanakan pada tahun 1995 sampai 1997 
dimasa pemerintahan Baharuddin Yahya.4 
Bencana Tsunami di tahun 2004 tidak menyebabkan kehancuran yang 
berarti bagi bangunan Pasar Seutui, yang hanya retak di beberapa bagian saja yang 
sampai sekarang tidak ada perbaikan. Meskipun begitu, perhatian pihak luar 
terhadap rekonstruksi Aceh juga berimbas kepada Pasar Seutui dimana pada tahun 
                                                          
4Edi Suheri, Pasar Seutui,http://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/2013/08/22/pasar-
Seutui/, diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 09.54. 
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2006 sebuah organisasi nirlaba dari Jepang memberikan sumbangan berupa 
pemasangan keramik. 
Untuk memenuhi kebutuhan penduduk di sekitar Kec. Baiturrahman, Kota 
Banda Aceh, Pasar Seutui menawarkan berbagai jenis bahan pangan termasuk 
rempah-rempah, kelontong, warung kopi dan jasa konveksi. Bahan sandang 
pangan yang dipasok berasal dari Pasar Aceh, Lambaro juga dari luar kota Banda 
Aceh seperti Bireuen.5 
Pembangunan pasar Seutui diperbarui kembali di tahun 2016, melalui 
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh. 
Pembangunan dan rehabilitas total pasar Seutui yang dilakukan pada tahun 2016 
tersebut menghabiskan dana lebih dari Rp. 4 miliar. Pembangunan tersebut 
merupakan program Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya memodernisasi 
pasar tradisional. Pasar Seutui Banda Aceh juga merupakan bagian dari 
pembangunan 1.000 pasar tradisonal yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko 
Widodo. Sesuai rencana, bahwa pihak pemerintah menjadikan Pasar Seutui Banda 
Aceh sebagai pasar sehat, yang dapat menjadi contoh untuk pasar lain di seluruh 
wilayah Aceh. Pasar Seutui Banda Aceh menjadi tempat yang aman, nyaman, 
tertib, dan bersih.6 
Selain disediakan tempat yang baru, para pedagang di pasar Seutui juga 
diberikan timbangan digital secara gratis. Dengan begitu, pasar ini juga menjadi 
contoh pasar yang tertib ukur. Seluruh produk dagangan yang dijual di Pasar 
Seutui diawasi dengan ketat dan selektif, sehingga tidak ada pedagang yang 
                                                          
5Edi Suheri, Pasar Seutui, .....diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 09.54. 
6Kanal Aceh, Pasar Seutui Banda Aceh, https://www.kanalaceh.com/2016/01/22/pasar-
seutui-banda-aceh-tuntas-dikerjakan/, diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 08.35. 
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menjual barang dagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan kesehatan, seperti 
mengandung borax dan formalin.7 Bahkan, untuk kategori penyembelihan hewan 
ternak, sudah mendapat sertifikasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 
Aceh.8 
Dalam pembangunan pasar Seutui, juga terdapat los dan kios yang disewa 
oleh pedagang. Di tahun pertama peresmian pasar baru Seutui tahun 2016, 
pedagang yang sebelumnya direlokasi ke pasar Goheng akan digratiskan selama 
satu tahun. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan para pedagang dan 
untuktujuan penyesuaian diri para pedagang, serta tidak memberatkan. Setelah 
satu tahun pertama, pedagang baru dikenakan biaya sewa kios.9 Hanya saja, dalam 
perjalanannya, penyewaan atas kios di Pasar Seutui tersebut justru menuai 
polemik antara pedagang yang menyewa kios baru dengan penyewa lama dari 
pasar Seutui. Untuk lebih jelas, pembahasan selanjutnya akan dikemukakan 
terkait perjanjian peralihan kepemilikan kios di Pasar Seutui oleh pemerintah Kota 
Banda Aceh. 
 
3.2 Perjanjian Peralihan Kepemilikan Hak Sewa Kios di Pasar Seutui oleh 
Pemerintah Kota Banda Aceh  
Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak 
atau lebih yang memuat suatu klausula yang berisi kesepakatan para pihak. 
                                                          
7Kanal Aceh, Pasar Seutui Banda Aceh tuntas dikerjakan..... diakses pada tanggal 22 Juni 
2019 pukul 08.35. 
8Terkait dengan adanya sertifikasi tersebut, telah diuraikan oleh Muhammad Zharfan bin 
Zaharuddin dalam penelitiannya yang berjudul: “Praktik Penyembelihan Hewan dalam Mazhab 
Syafi’i dan PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
Kesejahteraan Hewan: Studi Kasus di Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Tradisional dalam 
Kota Banda Aceh”. (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), tahun 
2018. 
9Bakri, pasar Seutui Gratis Sewa Setahun. https://aceh.tribunnews.com/2016/01/10/pasar-
seutui-gratis-sewa-setahun, diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 11.10. 
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Biasanya di dalam klausula ini berisi hak dan kewajiban yang akan dijalani oleh 
para pihak. Seperti halnya perjanjian peralihan kepemilikan hak sewa kios yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap para pemilik lama yang 
memiliki surat hak izin sewa bangunan kios di pasar Seutui, pasca dilakukannya 
renovasi tahun 2016 silam pemerintah Kota Banda Aceh berjanji akan 
mengalihkan kepemilikan hak sewa kios tersebut kepada para pedagang yang 
benar-benar membutuhkan untuk tempat mereka berjualan. 
Pasar  yang telah berdiri sejak tahun 1962 ini adalah milik pemerintah 
Kota Banda Aceh. Setelah pemerintah Kota Banda Aceh membangun kios pasar 
Seutui, pemerintah Kota Banda Aceh menjual kembali kepada masyarakat. Hanya 
saja, status yang diberikan pemerintah adalah sebagai hak sewa. Hak sewa yang 
diberikan terhadap kios tersebut memiliki surat perjanjian dalam bentuk surat izin 
hak sewa bangunan. Hal ini seperti diterangkan oleh Nasri, selaku Kepala Bidang 
Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh. 
Lebih kurang dalam keterangannya disebutkan: 
“ Pasar Seutui merupakan hak milik pemerintah Kota Banda Aceh, termasuk 
bangunan kios, los, dan semua fasilitas di dalamnya. Namun demikian, 
pihak Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan izin kepada masyarakat 
untuk dapat melakukan usaha dagang di sana. Hanya saja, izin tersebut 
dalam bentuk izin sewa kios bagi masyarakat setempat”.10 
Dengan adanya hak sewa tersebut, terdapat beban tahunan berupa uang 
sewa yang wajib dibayar oleh penyewa tersebut kepada pemerintah Kota Banda 
Aceh dengan kisaran uang sebesar Rp. 8.000.000,- pertahunnya. Dalam praktik 
yang berlaku di pasar Seutui, penyewa pertama (dalam tulisan ini penulis beri 
                                                          
10Wawancara dengan Nasri, Kepala Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah Kota Banda Aceh. Tanggal 12 Februari 2019. 
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istilah dengan pemilik kios) justru menyewakan kembali kepada para pedagang 
atau penyewa baru. Jumlah pedagang baru ini justru cukup banyak jumlahnya. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh, 
pemilik hak sewa yang menyewakan kembali kepada para pedagang berjumlah 24 
orang, masing-masing dapat disajikan dalam tabel berikut:   
Tabel 3.2.1 
Daftar Hak Sewa Bangunan Kios Di Pasar Seutui 
Kota Banda Aceh 
DAFTAR PARA PEMILIK HAK SEWA DAN PENYEWA KIOS 
PASAR SEUTUI TAHUN 2011 
No PEMILIK PENYEWA USAHA 
1 Hasballah/ Ridwan Sirajul Munir Sembako 
2 Usman Puteh Gunawan Warkop 
3 Abdul Manaf/ Asnawi AR Teuku Tajuddin Jual Mie 
4 A.Rahman Antasari Ishak Tukang Jahit 
5 Juned Lampisang/Sulaiman Faridhan Warkop 
6 Sofyan AR/ Abd. Gani Puteh Amri M. Ali Sembako 
7 Hasbi Hasbi Warkop 
8 Nasir A. Gani Saiful Dagang Ayam 
9 M.Zikri M.Zikri Dagang Ayam 
10 M.Suid/Ruslan Daud Mursidah Sembako 
11 A.Rahman A.Rahman Warkop 
12 Sukarni/H.Ibrahim Ananta Widyanto Sembako 
13 Yunus/Zainuddin Suardi Sembako 
14 M.Husin Taufik Sembako 
15 Zainan Ali/Abu Bakar Kamariah Warkop 
16 Usman Ar/Mursidah Eki Gunawan Dagang Ayam 
17 Nur Bentara Toni Eliyandi Kukur Kelapa 
18 Zulkifli San Mukhsin AR Dagang Ayam 
19 Ridwan Ridwan Dagang Ayam 
20 Marzuki ST Marzuki Dagang Ayam 
21 Marzuki ST Marzuki Dagang Ayam 
22 Nurjanah/Ismail Ibrahim Dagang Ayam 
23 M. Jamil Faridhan Dagang Ayam 
24 Drs. Zein Hasyimi Ridwan Juned Dagang Ayam 
Sumber: Dinas Perdagangan Kota  Banda  Aceh. 
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Berdasarkan tabel di atas, Jumlah para pemilik hak izin sewa kios yang 
menggunakan kios tersebut untuk berjualan berjumlah 11 orang, dan jumlah 
pemilik hak izin sewa kios yang tidak menggunakan kios tersebut sebagai tempat 
berjualan dan menyewakan kembali kepada para pedagang berjumlah 13 orang. 
Dapat dipahami bahwa banyak dari pemilik izin hak sewa dari Pemerintah Kota 
Banda Aceh tidak mengggunakan kios tersebut untuk berdagang, tetapi kios 
tersebut mereka gunakan untuk disewakan kembali kepada para pedagang dengan 
jumlah biaya sewa yang berbeda sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati. 
Di dalam surat izin hak sewa kios milik pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2009 
disebutkan cara berakhirnya sewa dalam jangka waktu satu tahun setelah masa 
sewa berakhir dan para penyewa diwajibkan untuk mendaftarkan kembali kepada 
pemerintah Kota Banda Aceh.11 
Pemahaman pemilik lama terhadap kepemilikan kios ini agak berbeda 
dengan pemahaman yang sebenarnya. Mereka beranggapan bahwa kios tersebut 
mutlak menjadi milik mereka karena mereka telah memberikan sejumlah uang 
kepada pemerintah Kota Banda Aceh ketika bangunan tersebut selesai dibangun 
pada tahun 1979, padahal kios tersebut hanya menjadi kepemilikan yang tidak 
sempurna yaitu dengan status hak sewa tetap saja yang diberikan oleh pemerintah 
Kota Banda Aceh kepada mereka, kepemilikan yang sempurna itu adalah milik 
pemerintah Kota Banda Aceh. Keterangan tersebut telah dikemukakan oleh 
Suardi, salah seorang pedagang yang menyewa kembali kios pasar Seutui. Dalam 
keterangannya disebutkan sebagaiberikut: 
                                                          
11Wawancara dengan Nasri, .... Tanggal 12 Februari 2019. 
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“ Pemilik asli dari kio sini adalah pemerintah Kota Banda Aceh. Hanya saja, 
masyarakat dapat menyewa kios, bahkan pemerintah sendiri yang memberi 
izin hak sewa. Namun, kami selaku pedagang yang menyewa kembali kios 
dari pemilik hak sewa awal justru terbebani atas adanya pembayaran sewa 
dua kali. Satu sisi, kami wajib membayar uang sewa kepada pemerintah 
Kota Banda Aceh, sebab pemerintah di sini yang menjadi pihak penyewa 
utama bangunan kios yang ada di Pasar Seutui. Di sisi lain, kami juga 
wajib membayar uang kepada pemilik hak sewa pertama, sebab mereka 
juga memiliki hak atas bayaran uang dari pedagang. Dengan alasan 
pemilik hak sewa adalah mereka”.12 
Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Rahmadi, selaku pedagang 
kios yang menyewa kembali kepada pemilik hak sewa pertama. Menurutnya, hak 
sewa yang ada adalah sepenuhnya dikembalikan kepada pemerintah Kota Banda 
Aceh. Sebab, pemerintah Kota Banda Aceh yang memiliki kewenangan utama 
dan pemilik sempurna dari keberadaan kios di pasar tersebut. Hanya saja, pemilik 
hak sewa pertama justru memandang bahwa mereka memiliki hak untuk 
menyewakan kembali kios.13 Ditambahkan oleh Nasri, bahwa para pemilik lama 
masih meminta uang sewa kepada para pedagang karena telah menggunakan kios 
mereka namun para pedagang ini tetap membayar kepada para pemilik lama 
karena takut tidak diberikan izin untuk menempatinya. Seharusnya para pemilik 
lama yang tidak berjualan tidak boleh meminta uang sewa kepada para pedagang. 
Karena renovasi pasar Seutui memang diperuntukan kepada para pedagang yang 
berjualan di pasar tersebut.14 
Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perjanjian yang dibuat oleh 
pemerintah Kota Banda Aceh kepada pedagang dalam bentuk tidak tertulis atau 
                                                          
12Wawancara dengan Suardi, Pedagang Kios di Pasar Seutui, Kec. Baiturrahman, Kota 
Banda Aceh, tanggal 14April 2019. 
13Wawancara dengan Rahmadi, PedagangKios di Pasar Seutui, Kec. Baiturrahman, Kota 
Banda Aceh, tanggal 14 April 2019. 
14Wawancara dengan Nasri, ...... Tanggal 12 Februari 2019. 
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lisan. Pemerintah Kota Banda Aceh mengatakan bahwa akan memberikan kios 
dan tempat berjualan lainnya kepada para pedagang. Dan mereka hanya 
mendatanya saja. Ketika dimintai bukti tertulis oleh para pedagang berupa 
sertifikat atau bukti tertulis lainnya kepada pemerintah Kota Banda Aceh,mereka 
mengatakan tidak ada lagi bukti kepemilikan yang tidak sempurna bagi para 
penyewa kios pasar Seutui tersebut. Alasan para pedagang meminta bukti tertulis 
ini disebabkan telah terjadinya persengketaan antara para pedagang dengan 
pemilik lama maupun antar sesama pedagang lainnya, dikarenakan permasalahan 
kepemilikan kios atau tempat berjualan lainnya yang belum ditentukan secara 
jelas oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Keterangan lebih lanjut, Nasri 
mengatakan bahwa alasan pemerintah tidak memberikan sertifikat atau surat izin 
sewa kepada pedagang adalah agar tidak ada praktik sewa di atas sewa. Lebih 
kurang, keterangannya dapat dipahami dalam kutipan berikut: 
“ Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memberikan bukti tertulis kepada 
pedagang adalah dengan alasan jangan sampai ada sewa di atas 
sewa.Apabila pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Surat Izin Hak 
Sewa Tetap kepada penyewa kios tersebut, belum tentu yang 
menggunakan kios tersebut adalah seorang pedagang. Dengan demikian, 
maka pemerintah Kota Banda Aceh mengambil inisiatif untuk tidak 
mengeluarkan lagi Surat Izin Hak Sewa Bangunan kepada penyewa kios 
yang berada di Pasar Seutui.15 
Kepemilikan bangunan pasar Seutui yang sebenarnya adalah milik 
pemerintah Kota Banda Aceh, dan pemerintah Kota Banda Aceh berhak 
mentransaksikan dan mengelola harta yang dimilikinya asalkan tidak bertentangan 
dengan syara’. Dengan demikian pemerintah Kota Banda Aceh bebas 
menyewakan kembali kios yang berada di pasar Seutui kepada siapa saja yang 
                                                          
15Wawancara dengan Nasri, ...... Tanggal 12 Februari 2019. 
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dirasa berhak untuk mendapatkannya yaitu para pedagang yang ingin berjualan di 
pasar Seutui. Akan tetapi pasca dilakukannya renovasi pasar Seutui tahun 2016 
silam, pemerintah Kota Banda Aceh hanya memberikan para pedagang hak sewa 
bangunan tanpa bukti tertulis lain sesuai dengan data yang telah mereka miliki 
pada saat dilakukannya renovasi Pasar Seutui.  
Terdapat alasan atau argumentasi yang dikemukakan oleh Pemerintah 
Kota Banda Aceh terkait tidak adanya perpanjangan surat hak guna pakai dengan 
para pemilik lama dan lebih memilih untuk memberikan bangunan yang berada di 
Pasar Seutui kepada para pedagang. Menurut pemerintah, semenjak di bangunnya 
Pasar Seutui mulai dari tahun 1962 sampai dengan tahun 2015, para pemilik lama 
kios yang berada di Pasar Seutui tidak menepati janji mereka untuk membayar 
uang sewa kepada pemerintah Kota Banda Aceh dan mereka menyewakan 
kembali kios tersebut kepada para pedagang, para pemilik lama hanya menikmati 
hasil sewa kiosnya sendiri, dan ini sangat bertentangan dengan isi dari perjanjian 
antara para pemilik lama dengan pemerintah Kota Banda Aceh.16 
Terkait dengan surat izin hak sewa, khusus sewa bangunan toko milik 
pemerintah Kota Banda Aceh disebutkan minimal lima syarat yang harus dipatuhi 
oleh pemilik hak sewa bangunan toko milik pemerintah. Berikut ini, penulis 
menyajikan lima syarat tersebut dan menerangkan beberapa fakta yang terjadi 
dalam praktik di Pasar Seutui yaitu sebagai berikut: 
 
 
                                                          
16Wawancara dengan Nasri, ...... Tanggal 12 Februari 2019. 
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a. Membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan Qanun. 
Qanun yang mengatur uang sewa di daerah Kota Banda Aceh mengacu 
pada ketentuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar. Pada Pasal 8 ayat (4) jelas menyatakan bahwa 
struktur dan besarnya tarif retribusi kios dalam lokasi pasar adalah Rp. 
1.000,- per hari atau sama dengan Rp. 30.000,-perbulan. Dalam konteks 
lapangan, pihak yang melakukan pembayaran uang retribusiini justru para 
pedagang, bukan pemilik hak sewa pertama. 
b. Mentaati semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda 
Aceh. 
Para pemilik lama ini tidak mentaati sepenuhnya peraturan yang 
ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh salah satunya yaitu tidak 
membayar uang sewa kepada pemerintah semenjak tahun 1987 sampai 
dengan tahun 2015. 
c. Hak sewa tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, atau dijaminkan ke 
Bank.  
Fakta yang terjadi dilapangan para pemilik lama ini menjaminkan surat 
hak sewa ini kepada Bank guna untuk mendapatkan sejumlah pinjaman 
untuk keperluan pribadi, dan hal ini bertentangan dengan perjanjian yang 
telah disepakati oleh para penyewa dengan pemerintah Kota Banda Aceh. 
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d. Pemindahan hak sewa kepada pihak lain baik dengan ganti rugi ataupun 
tanpa ganti rugi hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis oleh 
Pemerintah Kota Banda Aceh. 
Dalam hal ini para pemilik lama hak sewa bangunan tidak mentaati 
sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda 
Aceh untuk tidak memindahkan hak sewa kepada pihak lain tanpa izin 
tertulis dari pemerintah Kota Banda Aceh, banyak dari pemilik hak sewa 
bangunan ini menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa sepengetahuan 
pemerintah Kota  Banda Aceh.17 
e. Pemberian izin hak sewa bangunan 1 (satu) pintu toko ini berlaku selama 1 
(satu) tahun dan wajib didaftarkan kembali pada tahun berikutnya. 
Sebagian dari para pemilik hak sewa bangunan ini mendaftarkan kembali 
surat izin hak sewa bangunan ini kepada pemerintah Kota Banda Aceh 
setiap tahunnya. Namun yang menjadi permasalahan saat ini banyak dari 
pemilik lama tidak mendaftarkan kembali izin untuk menempati kios yang 
berada di Pasar Seutui, sehingga menyulitkan pemerintah Kota Banda 
Aceh dalam mendata ulang kepemilikan tersebut. Tidak semua dari 
pemilik lama ini memiliki surat bukti kepemilikan kios di Pasar Seutui. 
Sebagian besar mereka hanya memiliki surat izin balik nama atas hak sewa 
tetap bangunan milik pemerintah daerah tingkat IIKotamadya Banda Aceh.  
Para pemilik lama yang hanya memiliki surat izin balik nama ini tidak 
mengetahui bahwa setiap tahunnya harus mendaftarkan kembali izin 
                                                          
17Wawancara dengan Nasri, ..... Tanggal 12 Februari 2019. 
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menempati kios di Pasar Seutui karena tidak disebutkan dalam surat 
tersebut. Para pemilik lama ini bukannya tidak membayar kepada 
pemerintah Kota Banda Aceh, tetapi didalam surat perjanjian yang mereka 
miliki berbeda satu dengan yang lainnya tergantung kepada kebijakan 
walikota yang menjabat pada saat itu. Sehingga menimbulkan perbedaan 
dalam menjalani aturan tersebut. 
Memperhatikan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemilik hak sewa 
pertama patut diduga mereka telah menyalahi perjanjian sewa menyewa dengan 
pemerintah Kota Banda Aceh. Para pemilik lama yang telah memiliki surat izin 
hak sewa bangunan tidak seharusnya menyewakan kembali kios tersebut, 
seharusnya apabila para pemilik lama ini tidak menggunakannya sesuai dengan 
kesepakatan yang telah disepakati dengan pemerintah Kota Banda Aceh mereka 
harus menyerahkan kembali kios tersebut kepada pemerintah Kota Banda Aceh 
guna untuk diberikan kepada para pedagang yang memang benar-benar 
memerlukan kios tersebut untuk berdagang. Namun yang terjadi saat ini 
dilapangan para pemilik lama menyewakan kembali kepada para pedagang dan 
uang yang didapat dari hasil sewa kios ini mereka gunakan untuk keperluan 
pribadi. 
Perjanjian peralihan kepemilikan kios pasar Seutui yang dilakukan oleh 
pemerintah Kota Banda Aceh hanya melihat dari segi pemanfataannya saja.  
Seperti para pedagang yang lebih membutuhkan kios tersebut, maka akan diberi 
kios untuk tempat mereka berjualan. Sedangkan para pemilik lama yang tidak 
berjualan tidak terlalu membutuhkan karena mereka menggunakan kios tersebut 
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untuk disewakan kembali kepada para pedagang yang membutuhkan kios untuk 
tempat berjualan. 
Dapat disimpulkan bahwa para pemilik hak sewa ini harus membayarkan 
uang sewanya sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, 
peralihan kepemilikan kios hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari 
Pemerintah Kota Banda Aceh, dan jika para pemilik hak sewa ini ingin 
memanjangkan hak sewanya maka mereka diharuskan untuk mendaftarkan 
kembali kepada pemerintah Kota Banda Aceh.  
 
3.3 Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengatur Peralihan 
Kepemilikan Hak Sewa Kios di Pasar Seutui 
Term kebijakan dalam istilah lain disebut dengan “policy”, yaitu satu 
tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau 
pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-
hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau 
mewujudkan sasaran yang diinginkan.18 Dalam makna yang sederhana, kebijakan 
sama maksudnya dengan peraturan atau ketentuan yang dibuat dalam menjawab 
satu masalah hukum.19 Berkaitan dengan kebijakan pemerintah, maka kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah harus benar-benar dapat mengatasi 
permasalahan dan justru tidak menimbulkan berbagai persoalan baru. Setiap 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada tujuan dan 
                                                          
18Uddin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik, (Makassar: Sah Media, 2017), hlm. 123. 
19Abdul Latif, Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, 
Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 179. 
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mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan 
kemafsadatan di antara mereka.20 
Terkait dengan kepemilikan hak sewa kios yang berada di pasar 
Seutui,barangkali lebih tepat diberikan kepada orang yang membutuhkan kios 
yaitu para pedagang untuk tempat mereka berdagang. Sangat tidak adil apabila 
kios yang berada di pasar Seutui milik pemerintah Kota Banda Aceh ini diberikan 
kepada penyewa terdahulu yang tidak terlalu membutuhkan kios tersebut. 
Substansi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota 
Banda Aceh mengenai peralihan kepemilikan hak sewa kios di pasar Seutui hanya 
mengatur secara umum saja, tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas 
peralihan kepemilikan hak sewa kios di pasar Seutui pasca dilakukannya renovasi 
Tahun 2016 silam. Hanya saja, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam 
mengatur administrasi kepemilikan dan penyewaan di kawasan atau wilayah 
hukum Kota Banda Aceh, sebetulnya telah ada Qanun Kota Banda Aceh terdahulu 
yang masih relevan dengan semua bentuk pengaturan biaya retribusi pasar, yaitu 
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun 
Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 
DalamQanunini, dijelaskanberbagaijenisbentuksewa dan biayasewanya.21 
Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pemilik sempurna (al-milktām) dari 
kios yang berada di pasar Seutui berhak melakukan tindakan (taṣarruf) apapun 
terhadap kios tersebut sesuai dengan keinginannya, termasuk keinginan dalam 
                                                          
20Budi Setyanto, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam cetak 2, (Jakarta: Pernada Media 
group), hlm 181. 
21Pasal 8 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun 
Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan  Pasar. 
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menetapkan dan menentukan pemilik sementara (al-milk nāqiṣ) dari bangunan 
tersebut. Hanya saja, tindakan yang dimaksud dilakukan dengan memperhatikan 
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh syara’, seperti tidak mengandung 
unsur ribā, gharār, maisīr, tadlis, ẓulm, dan lainnya. 
Melihat adanya konflik dalam masyarakat, khususnya antara pedagang 
dengan pemilik hak sewa pertama, sekaligus adanya tindakan pemilik hak sewa 
pertama yang tidak patut dan menyalahi perjanjian, maka pemerintah Kota Banda 
Aceh mengambil sebuah kebijakan dengan memberikan kios tersebut kepada para 
penyewa baru yang benar-benar membutuhkan dan memerlukan kios tersebut 
untuk mereka berdagang, para pemilik lama yang tidak berdagang tidak berhak 
untuk mendapatkan kios. 
Pemerintah Kota Banda Aceh membuat kebijakan dengan memberikan 
kios tersebut kepada para pedagang. Hanya saja, pemerintah dalam ketetapannya 
mewajibkan pedagang tadi untuk membayar uang sewa sebesar  Rp. 8.000.000 
pertahun, dan langsung dibayarkan ke Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 
UPTD Pasar Kota Banda Aceh. Pedagang boleh membayar secara berangsur atau 
cicil dengan batasan maksimal angsuran yang 4 (empat) kali pembayaran. Alasan 
tidak diberikan lagi kepada pemilik lama karena tujuan utama setelah dilakukan 
renovasi Pasar Seutui adalah semata-mata untuk memberikan kesejahteraan bagi 
para pedagang.22 
Terhadap kebijakan tersebut, pemilik hak sewa pertama tidak lagi berani 
melakukan klaim hak sewa kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, sebab mereka 
                                                          
22Wawancara dengan Nasri, ....... Tanggal 12 Februari 2019. 
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menyadari bahwa selama ini tidak pernah membayar uang sewa kepada 
pemerintah. Hal ini seperti dijelaskan oleh Nasri sebagai berikut: 
“ Alasan para pemilik lama ini tidak berani komplain lagi karena semenjak 
tahun 1987 sampai tahun 2015 (sebelum dilakukan renovasi) para pemilik 
lama ini tidak pernah sekalipun membayar uang sewa kepada pemerintah. 
Hanya para pedagang yang menggunakan kios tersebut yang membayar 
uang retribusi pasar dan membayar uang iuran lainnya seperti uang 
kebersihan, uang keamanan, uang listrik, uang PDAM, dan lainnya. Tetapi 
tidak sepeserpun dari uang tersebut masuk ke kantong pemerintah, uang 
tersebut digunakan untuk keperluan para pedagang ini sendiri.23 
Pemerintah Kota Banda Aceh sedang merancang Peraturan Walikota 
mengenai kepemilikan dan besarnya sewa terhadap bangunan pasar Seutui, 
Besaran uang sewa kios tersebut yaitu Rp. 8.000.000,- pertahunnya sebagaimana 
disebutkan terdahulu, yaitu dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran. 
Menurut Nasri, tujuannya adalah memudahkan para pedagang. Lebih lanjut ia 
mengatakan bahwa bagi para pedagang yang tidak membayar uang sewa tersebut, 
maka akan ditagih oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan UPTD Pasar 
Kota Banda Aceh sendiri. Apabila tidak diindahkan maka kiosnya akan disegel.24 
Bertolak dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan kios di 
Pasar Seutui menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat, khususnya 
terkait adanya praktik yang tidak wajar dan tidak patut menurut hukum. Pemilik 
hak sewa pertama justru melakukan beberapa pelanggaran, baik tidak membayar 
uang sewa kepada pemerintah Kota Banda Aceh, maupun adanya praktik “sewa di 
atas sewa” yang terjadi dan telah disinyalir cukup lama. Terhadap permasalahan 
tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan sebagai imbangan 
                                                          
23Ibid. 
24Ibid. 
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atas adanya praktik yang tidak wajar tadi, berupa memberikan hak sewa kepada 
pedagang baru dan menetapkan kembali besaran jumlah setoran sewa kios.  
 
3.4 Analisis Penetapan Kepemilikan Hak Sewa Kios di Pasar Seutui Dilihat 
dalam Perspektif al-Milk 
Konsep pemilikan dalam sudut hukum Islam, tepatnya dimensi fikih 
muamalah telah ditetapkan oleh ulama dengan relatif cukup baik. Secara umum, 
konsep kepemilikan dalam Islam telah penulis uraikan secara komprehensif pada 
Bab II terdahulu. Intinya, kepemilikan itu terdiri dari kepemilikan sempurna atau 
disebut dengan al-milk tām, dan kepemilikan sementara atau disebut dengan al-
milk nāqiṣ. Para ulama dalam konteks ini sepakat bahwa pemilik harta dalam 
bentuk kepemilikan sempurna (al-milk tām) dibenarkan untuk melakukan 
tindakan (taṣarruf) apapun terhadap objek harta yang ia miliki, sebab secara 
langsung ia memiliki hak atas zat maupun manfaatnya.25 Hanya saja, bentuk 
tindakan yang dilakukan harus memenuhi syarat dan tidak menyalahi nilai-nilai 
hukum Islam.26 
Terkait dengan penetapan kepemilikan hak sewa kios di Pasar Seutui, 
sebetulnya terdapat dua permasalahan yang menarik untuk di analisis, yaitu 
tentang praktik pemanfaatan kios milik pemerintah Kota Banda Aceh oleh 
penyewa, dan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda 
Aceh dalam mengatasi polemic kepemilikan dan pemanfaatan kios di Pasar 
Seutui. 
                                                          
25Wahbah al-Zuḥailī, Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu’āṣirah, Juz’ 5, 
(Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 367: Lihat juga, Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, al-Madkhal al-
Fiqhī al-‘Ām, Juz’ 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 349. 
26Maḥmūd Syaltūt, al-Islām: ‘Aqīdah wa Syarī’ah, (Mesir: Dār al-Syurūq, 1968), hlm. 
249. 
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Untuk masalah pertama, pemilik hak sewa awal idealnya tidak 
menyewakan kembali kios kepada para pedagang baru. Hal ini secara hukum 
termasuk tindakan yang menyalahi aturan syariat. Pemilik hak sewa awal 
sebetulnya hanya sebatas pemilik sementara kios bukan pemilik sempurna. Dalam 
kacamata hukum, konsep kepemilikan kios di Pasar Seutui oleh penyewa awal 
masuk dalam kategori milk nāqiṣ. Oleh sebab itu, ia tidak dibenarkan ber-taṣarruf 
atas kios tersebut. Para ulama dalam konteks ini menyebutkan bahwa pemilik 
harta sementara tidak berwenang juga tidak diberikan kekuasaan untuk melakukan 
tindakan atas harta.27 
Menurut perspektif al-Milk, pemilik surat izin hak sewa kios tidak boleh 
menyewakan kembali kiosnya kepada pihak lain. Karena kios tersebut bukan milk 
tām para pemilik surat izin sewa lama,melainkan milk tām pemerintah Kota Banda 
Aceh. Selain itu, menurut surat izin hak sewa bangunan kios disebutkan bahwa 
pemindahan hak sewa kepada pihak lain baik dengan ganti rugi ataupun tanpa 
ganti rugi hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari pemerintah Kota Banda 
Aceh, karena hak sewa kios ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.  
Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki hak sempurna (milk tām) untuk 
menyewakan kembali kios yang berada di pasar Seutui kepada orang lain yang 
dirasa pantas untuk memiliki bangunan tersebut. Hanya saja sifatnya tidak 
sempurna (milk nāqiṣ), yaitu hak sewa bangunan. Jika dikaitkan dengan konsep 
milk nāqiṣ, para pemilik hak izin sewa yang lama telah melanggar atau 
wanprestasi atas kewajiban mereka terhadap pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu 
                                                          
27Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatih, Juz’ 5, (Damaskus: Dār al-Fikr, 
1985), hlm. 492. 
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tidak memenuhi janji untuk membayar uang sewa. Pemilik surat izin sewa tidak 
pernah membayar uang sewa kepada pemerintah Kota Banda Aceh. Padahal 
dalam konsep milk nāqiṣ, mereka wajib membayar dana sewa atas kepemilikan 
kios tersebut. Selain para pemilik lama ini lalai dengan tidak membayar kepada 
pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan 
kebijakan baru sebagai imbangan atas polemik tersebut. 
Terkait masalah kedua, khususnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 
Kota Banda Aceh, menurut penulis merupakan tindakan yang tepat. Pemerintah 
telah menetapkan kebijakan berupa pengalihan hak sewa yang sebelumnya 
diberikan pemilik surat izin sewa awal kepada para pedagang baru. Dalam 
kebijakan tersebut juga ditentukan dana sewa baru berupa pembayaran dana 
angsuran, dengan jumlah total Rp. 8.000.000,-. 
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah masyarakat barangkali 
sudah tepat demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Tindakan 
pemerintah membuat kebijakan peralihan hak sewa tersebut bagian dari realisasi 
menolak kemudaratan dan mengambil manfaat yang lebih baik. Ini barangkali 
sesuai dengan salah satu kaidah yang menyebutkan: 
لحاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما أرد28. 
Artinya: “Menghilangkan/menolak mafsadat atau kerusakan didahulukan dari 
mengambil manfaat/kebaikan”. 
 
Penulis menduga kuat bahwa pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota 
Banda Aceh telah cukup lama tidak menyelesaikan polemik pemilikan hak sewa 
                                                          
28Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Yaḥyā, Īḍāḥ al-Masālik ilā Qawā’id al-Imām Mālik, 
(Rabath: al-Mamlakah al-Maghribiyyah, 1980), hlm. 219. 
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kios di Pasar Seutui sebab pemerintah dulunya menjanjikan kepemilikan hak izin 
sewa tersebut tetap kepada pemilik lama setelah dilakukannya renovasi. Hanya 
saja, pemilik hak izin sewa tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Untuk itu, 
pemerintah Kota Banda Aceh mengambil langkah yang tepat dengan 
mengeluarkan kebijakan yang sifatnya lebih konstruktif dan mengembalikan rasa 
adil dalam masyarakat. Setiap keputusan maupun kebijakan yang ditetapkan 
selama ini barangkali sejalan pula dengan salah satu kaidah fikih yang 
menyebutkan bahwa pemerintah dalam membuat ketetapan dan kebijakan, 
sepenuhnya harus didasari oleh kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya: 
ةحلصلمبا طونم ةيعرلا ىلع ماملاا فرصت29. 
Artinya: ”Ketetapan seorang imam (pemerintah) didasari atas pertimbangan 
kemaslahatan (rakyatnya)”. 
 
Bahkan, kebijakan dengan menetapkan kembali peralihan hak sewa serta 
besaran distribusi dana sewa menjadi wasīlah atau perantara hukum untuk 
mewujudkan tujuan kemasalahatan tadi, dan ini sesuai juga dengan salah satu 
kaidah fikih yang lain menyebutkan: 
لئاسولا لضفأ يه دصاقلما لضفأ لىإ ةليسولافدصاقلما ماكحأ لئاسوللو.30 
Artinya: “Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana 
menurut maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling 
utama”. 
 
Bertolak dari beberapa argumentasi di atas, dapat disimpulkan kembali 
bahwa proses pengalihan kepemilikan hak sewa yang dilakukan oleh pemerintah 
                                                          
29Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-
Syāfi’iyyah, Juz’ 1, (Riyadh: Mamlakah al-‘Arabiyyah, 1997, hlm. 202. 
30Izzuddīn bin ‘Abdussalām al-Sallamī, Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, (Mesir: 
Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55. 
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dirasa cukup memberikan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya kepada 
para pedagang baru yang saat ini menjadi pihak yang berkedudukan sebagai 
pemilik sementara (milk nāqiṣ). 
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BAB IV 
PENUTUP 
Bab empat, merupakan bab penutup yang merupakan hasil dari analisa 
yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin 
yaitu kesimpulan dan saran.  
 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa yang menjadi 
kesimpulan penelitian ini. Masing-masing dapat disimpulkan dalam poin berikut: 
4.1.1 Perjanjian peralihan kepemilikan hak sewa kios yang dibuat oleh 
pemerintah Kota Banda Aceh kepada pedagang adalah dalam bentuk tidak 
tertulis atau lisan. Adapun alasan Pemerintah Kota Banda Aceh 
memberikan izin hak sewa kios ini kepada para pedagang adalah: 
Pertama, para pemilik hak sewa awal ini tidak mentaati peraturan yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh yaitu mereka 
melakukan transaksi sewa di atas sewa terhadap kios di pasar Seutui. 
Kedua, para pemilik hak sewa awal tidak menggunakan kios nya ini untuk 
tempat berjualan akan tetapi mereka menggunakan kios teersebut untuk 
disewakan kembali kepada para pedagang yang ingin berjualan. Ketiga, 
 para pemilik hak sewa awal dari kios tersebut tidak pernah membayar 
uang sewa kepada pemerintah Kota Banda Aceh.  
4.1.2 Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam 
mengatur peralihan kepemilikan hak sewa kios di pasar Seutui berupa 
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penetapan besaran dana sewa Rp. 8.000.000,- per tahun, di bayar secara 
berangsur maksimal 4 (empat) kali angsuran. Menetapkan pemilik hak izin 
baru kepada para pedagang dan mencabut kepemilikan hak izin sewa 
kepada pemilik awal. 
4.1.3 Perspektif Al-milk terhadap peralihan kepemilikan hak sewa kios di pasar 
Seutui oleh pemerintah Kota Banda Aceh kepada pemilik hak izin baru 
telah sesuai dengan konsep milk tām. Pemerintah Kota Banda Aceh berhak 
dan berwenang secara penuh untuk melakukan tindakan taṣarruf atas 
kepemilikan kios di Pasar Seutui. Dan penetapan pemilik hak izin sewa 
pada pedagang baru juga sesuai dengan konsep milk nāqiṣ, berupa hak 
untuk memanfaatkan kios dengan perjanjian wajib membayar dana sewa 
per tahun kepada pemerintah Kota Banda Aceh. Sementara penetapan 
pemilik hak izin sewa lama yang dimiliki oleh pemilik lama bertentangan 
dengan perspektif milk naqish, menurut para ulama dalam konteks ini 
menyebutkan bahwa pemilik harta sementara tidak berwenang juga tidak 
diberikan kekuasaan untuk melakukan tindakan atas harta.  
 
4.2 Saran 
Terhadap permasalah penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan 
sebagai berikut: 
4.2.1 Bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan yang 
timbul dalam masyarakat hendaknya dilakukan secara cepat, sehingga 
tidak menuai masalah yang berkepanjangan dan tidak menimbulkan 
kerugian bagi masyarakat. Hendaknya pemerintah Kota Banda Aceh lebih 
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tegas dalam menjalankan aturan yang telah diterapkan, dan memberikan 
sanksi bagi para penyewa kios di pasar Seutui yang tidak mematuhi aturan 
tersebut. Sehingga masyarakat akan patuh dan taat akan aturan yang 
ditetapkan. 
4.2.2 Bagi masyarakat, hendaknya tidak melakukan perbuatan menyimpang dan 
menyalahi aturan hukum terkait interaksi muamalah. Bagi pemilik hak izin 
sewa bangunan, agar tidak menyewakan kembali bangunan yang dimaksud 
dengan cara-cara yang secara hukum bertentangan. 
4.2.3 Bagi masyarakat yang ingin melakukan peralihan kepemilikan suatu harta, 
hendaknya dilakukan secara tertulis sehingga apabila terjadi persengketaan 
diantara para pihak adanya bukti tertulis berupa surat perjanjian yang telah 
disetujui oleh para pihak tersebut.   
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PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA KABID PERDAGANGAN 
1. Sejak kapan dilakukan pembangunan (renovasi) pasar Seutui? 
2. Ketika dilakukannya renovasi bagaimana keadaan para pedagang? Apakah 
diberikan tempat lain untuk mereka berjualan? 
3. Pada saat dipindahkan apa ada keluhan dari para pedagang? 
4. Bagaimana status pemakai tempat berjualan dulu sebelum renovasi? Apa 
para pemilik sendiri yang menggunakannya?  
5. Apakah mereka memiliki surat atau sertifikat sebagai bukti kepemilikan 
tersebut? 
6. Berapa biaya sewa nya dan bagaimana cara pembayarannya? Apakah 
perbulan? Atau pertahun? 
7. Kalau sekarang bagaimana status pemakai tempat jualan? apakah dipakai 
oleh pedagang atau pemilik lama? 
8. Bagaimana bentuk peralihan kepemilikan kios?  
9. Apakah ada bukti tertulis yang dapat membuktikan bahnwa kios tersebut 
milik mereka? 
10. Bagaimana kebijakan yang pemerintah terapkan dalam mengatur 
peruntukan kios tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PEMILIK LAMA 
 
1. Kapan dilakukannya renovasi pasar Seutui? 
2. Berapa jumlah kios yang berada di pasar Seutui? 
3. Bagaimana status kepemilikan kios setelah dilakukannya renovasi 
tersebut? 
4. Bukti apa yang bapak/ibu miliki sehingga dapat mengklaim bahwa 
kios tersebut milik bapak/ibu? 
5. Apakah surat bukti kepemilikan ini masih berlaku hingga saat ini? 
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu saat dilakukannya peralihan 
kepemilikan kios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PEMILIK 
BARU/PEDAGANG 
 
1. Kapan dilakukannya renovasi pasar Seutui? 
2. Pada saat dilakukannya renovasi pasar, apakah pemerintah Kota 
Banda Aceh memberikan tempat lain untuk berjualan? 
3. Pada saat dipindahkan kembali ke pasar setelah dilakukannya renovasi 
bagaimana penetapan lapak untuk para pedagang berjualan? 
4. Bagaimana status kepemilikan kios setelah dilakukannya renovasi 
tersebut? 
5. Apa alasan bapak berani untuk menempati kios tersebut tanpa bukti 
tertulis oleh pemrintah Kota Banda Aceh? 
6. Bagaimana tanggapan bapak saat dilakukannya peralihan kepemilikan 
dari kios tersebut? 
   
 
 
 
1. Kondisi Pasar Seutui sebelum direnovasi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pasar Seutui sesudah renovasi tahun 2016 
 
Tampak depan bangunan pasar Seutui 
 
 
Tampak belakang bangunan pasar Seutui 
 Bangunan kios baru  
 
Los sayur pasar Seutui yang baru 
 Los bumbu pasar Seutui yang baru 
 
Los ikan pasar Seutui yang baru 
 Kios ayam pasar Seutui yang baru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Foto-Foto Wawancara 
 
Wawancara dengan Nasri (Kepala Bidang Perdagangan) di kantor Disperindag  
 
Wawancara dengan Suardi (pedagang Pasar Seutui)  
 Wawancara dengan Zainan Ali (pemilik awal kios pasar Seutui) 
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